BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1704, 2017 KEMENKEU. SAPPP. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 179/PMK.05/2017
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36
ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, telah ditetapkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
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Mengingat

Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.05/2014
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pengelolaan Penerusan Pinjaman;

bahwa guna menerapkan sistem akuntansi berbasis
akrual khusus untuk pemberian pinjaman dan
menyempurnakan pengaturan mengenai Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan
Pemberian Pinjaman yang mencakup seluruh proses
bisnis dan transaksi oleh Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman (Bagian
Anggaran 999.04), perlu diatur kembali ketentuan
mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pengelolaan Pemberian Pinjaman;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan

Pemberian Pinjaman;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam

Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4885);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011
tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
899);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2137);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013
tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013
tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah
Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1619);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 224 /PMK.05/2016 tentang Perubahan
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12.

13.

14.

15.

16.

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
219/PMK.05/2013 tentang  Kebijakan  Akuntansi
Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2144);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014
tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian
Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 556);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015
tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah
Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 619);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015
tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan
Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1909)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 9/PMK.02/2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan,
Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 193);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2016
tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 753);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2016
tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana
kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1376);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN
PEMBERIAN PINJAMAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan
Pemberian Pinjaman yang selanjutnya disebut SAPPP
adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan
posisi piutang penerusan pinjaman, operasi penerusan
pinjaman, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
terkait penerusan pinjaman, serta piutang sehubungan
dengan kegiatan pemberian pinjaman Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian
Pinjaman.

2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi BUN.

3. Bagian Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat BA
BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan
dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.

4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa
Pengguna Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat
UAKPA BUN adalah unit akuntansi yang melakukan
kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat
satuan kerja di lingkup BUN.

5. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN
yang selanjutnya disingkat UAPBUN adalah unit
akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan
yang melakukan penggabungan Laporan Keuangan

seluruh UAKPA BUN.
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11.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN yang
selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi
pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi
dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan
keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan
penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPBUN.
Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat
LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan, belanja, transfer surplus/defisit dan
pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas
dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO
adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya
ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya
yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode
pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat
LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan
atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut
CalLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai
suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan

LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.
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BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

SAPPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
ini mencakup pengelolaan pemberian pinjaman
pemerintah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan selaku Pembantu Pengguna Anggaran
BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman.

Pengelolaan pemberian pinjaman pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi piutang
pokok penerusan pinjaman dan piutang non-pokok,
serta piutang sehubungan dengan kegiatan pemberian

pinjaman BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman.

BAB III
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

Pasal 3
SAPPP merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan BUN.
Dalam rangka pelaksanaan SAPPP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibentuk Unit Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan, yang terdiri atas:
a. UAKPA BUN; dan
b. UAPBUN.
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
a. Direktorat Sistem Manajemen Investasi bertindak
sebagai UAKPA BUN; dan
b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertindak
sebagai UAPBUN.
SAPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk penyusunan dan penyampaian

Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan
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()

(6)

(1)

(2)

Pemberian Pinjaman dengan menggunakan sistem
aplikasi terintegrasi.

Sistem aplikasi terintegrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) merupakan sistem aplikasi terintegrasi
seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan dan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan
pelaporan pada BUN dan kementerian negara/lembaga.
Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Pemberian
Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri
atas:

a. LRA;

b. Neraca;

c. LO;
LPE; dan
e. CalLK.

BAB IV
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAKPA BUN

Pasal 4

UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi
keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan
mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan
kejadian transaksi pengelolaan pemberian pinjaman.
Transaksi pengelolaan pemberian pinjaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. piutang pokok pemberian pinjaman:

1. pemberian pinjaman;

2. piutang pokok pemberian pinjaman jatuh

tempo;
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3. bagian lancar piutang pokok pemberian
pinjaman;

4. pelunasan dan/atau cicilan piutang pokok
pemberian pinjaman secara kas;

S. pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman
secara pengesahan;

6. penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman
tidak tertagih;

7. beban penyisihan piutang pokok pemberian
pinjaman tidak tertagih;

8. penghapusan piutang pokok  pemberian
pinjaman;

9. perubahan kualitas piutang pokok pemberian
pinjaman sehubungan dengan restrukturisasi
piutang; dan

10. piutang pokok transaksi aset lainnya kredit
program;

realisasi anggaran pembiayaan dari kegiatan

pemberian pinjaman:

1. realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan
pemberian pinjaman; dan

2. realisasi anggaran penerimaan pembiayaan
atas cicilan dan/atau pelunasan piutang
pokok pemberian pinjaman;

pendapatan dan piutang non-pokok pemberian

pinjaman:

1. pendapatan dari pengelolaan pemberian
pinjaman;

2. piutang non-pokok pemberian pinjaman dari
pengelolaan pemberian pinjaman jatuh tempo;

3. pelunasan piutang non-pokok pemberian
pinjaman secara kas;

4. pelunasan piutang non-pokok pemberian

pinjaman secara pengesahan;
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(1)

-10-

5. penyisihan piutang non-pokok pemberian
pinjaman tidak tertagih;

6. beban penyisihan piutang non-pokok
pemberian pinjaman tidak tertagih;

7. penghapusan piutang non-pokok pemberian
pinjaman; dan

8. piutang berjalan non-pokok pemberian

pinjaman.

Pasal 5
UAKPA BUN menyusun Laporan Keuangan tingkat
UAKPA BUN berdasarkan pemrosesan data transaksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. LRA;

b. Neraca;

c. LO;
d. LPE; dan
e. CalLK.

Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan UAKPA BUN kepada
UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.

Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jadwal
penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara

penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Bagian Kedua

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAPBUN
Pasal 6

UAPBUN melakukan proses penggabungan Laporan
Keuangan tingkat UAKPA BUN.
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UAPBUN menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN
berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Laporan Keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:

a. LRA;

b. Neraca;

c. LO;
d. LPE; dan
e. CalLK.

UAPBUN menyampaikan Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan selaku UABUN setiap semesteran dan
tahunan.

Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jadwal
penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara

penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

BAB V
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan
pengelolaan pemberian pinjaman membuat pernyataan
tanggung jawab atas Laporan Keuangan dan dilampirkan
pada Laporan Keuangan semesteran dan tahunan.
Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran BA BUN
Pengelolaan Pemberian Pinjaman.

Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk Laporan Keuangan tingkat UAPBUN

ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
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(6)
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Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan
pemberian pinjaman telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian internal yang memadai dan
akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan.

Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu
kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.
Bentuk dan isi pernyataan tanggung jawab dibuat sesuai
dengan format dalam Modul SAPPP tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

BAB VI
MODUL SAPPP

Pasal 8

SAPPP dilaksanakan sesuai dengan Modul SAPPP tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB VII
PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Pasal 9
Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang
disajikan dalam Laporan Keuangan, dilakukan reviu atas
Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan UAPBUN.
Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
Hasil reviu atas Laporan Keuangan tingkat UAPBUN
dituangkan dalam pernyataan telah direviu.
Pernyataan telah direviu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat

UAPBUN semesteran dan tahunan.
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(5) Reviu atas Laporan Keuangan dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas

laporan keuangan BUN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
SAPPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai
dilaksanakan untuk penyusunan dan penyampaian Laporan

Keuangan BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman tahun
2017.

Pasal 11
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.05/2014 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan
Penerusan Pinjaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 2043), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id



2017, No.1704 14

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 November 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 179/PMK.05/2017

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

MODUL
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
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BAB I
PENDAHULUAN

LA. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
mengamanatkan kepada Pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna
mewnjudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dalam pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya, dalam
penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 fentang Perbendaharaan
Negara dinyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam Laporan
Kenangan Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat memenuhi prinsip
transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Sistem1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahh Pusat yang
ditetapkan memiliki dua subsistem vyang terdiri atas Sistem Akuntansi
Bendahara Umum Negara dan Sistenm Akuntansi Instansi. Pelaksanaan Sistem
Akuntansi Bendahara Umum Negara menjadi tugas dan fungsi Kementerian
Keuangan selaku pengelola fiskal, sedangkan Sistemn Akuntansi Instansi
diselenggarakan dan dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian
Pinjaman merupakan subsistemn dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum
Negara, yang merupakan proses pengumpulan data, pengakuan, pencatatan,
pengikhtisaran, serta pelaporan keuangan pengelolaan pemberian pinjamarn
Pemerintah. Sebagai subsistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum
Negara, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian
Pinjaman mempunyai karakteristik basis akuntansi akroal dengan

menggunakan sistem pembukuan berpasangan.:

Dalam rangka pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
Pengelolaan Pemberian Pinjaman, Menteri Keuangan menetapkan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara
Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomer 9/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara

Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran
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Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Bendahara Umum Negara.

Salah satu tugas Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
Penigelolaan Pemberian Pinjaman adalah nienyusun laporan
pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara yang dikelolanya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Dengan demikian, untuk dapat menyusun laporan pertanggungjawaban
pengelolaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dimaksud
perlu dibentuk unit akuntansi untuk melaksanakan Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintalian dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keunangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan datas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 213/PMIK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerirital Pusat.

Selanjutnya, untuk mengakomodasi hal-hal tersebut di atas perlu disusun
Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian
Pinjaman. Modul Sistemi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan
Pemberian Pinjaman ini dijadikan pedoman bagi pihak yang diberikan amanat
untuk menyusun Laperan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman. Penytsunan modul ini didasarkan
pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan
mengenai pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Penigelolaan Pemberian Pinjaman.

[.B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Penigelolaan Pemberiani Pinjaman mencakup akuntansi dan pelaporan
keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian
Pinjaman yang tmbul dari transaksi pemberian pinjaman, pelunasan
pinjaman, piutang non pokok dan transaksi lainnya dari kegiatan pengelolaan

pemberian pinjaman, dan unit akuntansi dan pelaperan
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di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas dan

fungsi dalam rangka pengelolaan pemberian pinjaman.

L.C. MAKSUD

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman dan
petunjuk pelaksanaan atas hasil keluaran berupa Laporan Keuangan yang
disusun secara berjenjang dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang

berlaku, tepat waktu, transparan, dan akurat.

LD. TUJUAN
Tujuan modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Kenangan Pengelolaan

Pemberian Pinjaman adalah:

1. memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi berbasis akrual
atas transaksi-transaksi yang timbul dari kegiatan dan transaksi
pengelolaan pemberian pinjaman, yang secara umum meliputi pengakuan,
pengukuran, penyajian dan pengungkapan secara memadai; dan

2. memberikan panduan mengenai penyusunan dan penyampaian Laporan
Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan
Pemberian Pinjaman secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan sistem
akuntansi dan pelaperan keuangan pemerintah pusat sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2018 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomer 215/PMK.05/2016
tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntamnsi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat.

LE. SISTEMATIKA
Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian

Pinjaman disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN
meliputi latar belakang, ruang lingkup, maksud, tujuan,
sistematika, dan singkatan.

BABII SISTEM AKUNTANSI DAN PELAFPORAN KEUANGAN
PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
meliputi pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,

proses bisnis pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
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Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman,
proses bisnis pada Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum
Negara Pemberian Pinjaman, dokumen sumber yang digunakan
dalanmi proses bisnis dan transaksi pelaksanaan Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman,
analisis Laporan Keuangan, dan penyampaian data dan Laperan
Kéuangan.

BABIII KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI PENGELOLAAN
PEMBERIAN PINJAMAN
Meliputi definisi pengelolaan pemberian pinjaman, basis
akuntansi, pengaknan, pengukuran, dan penyajian terkait
piutang pokek pemberian pinjaman, realisasi anggaran
pembiayaan dari kegiatan pemberian pinjaman, pendapatan dan
piutang non pokok pemberian pinjamarn.

BABIV JURNAL STANDAR TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN
PINJAMAN
Meliputi fungsi jurnal standar transaksi pengelolaan pemberian
pinjaman, jurnal anggaran, jurnal piutang pokok pemberian
pinjaman dan realisasi anggaran pemberian pinjaman, jurnal
piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program, jurnal
piutang non pokok pemberian pinjaman dan pendapatan
pemberian pinjaman, jurnal penyesuaian untuk hasil identifikasi
nilai selisih kars belum terealisasi atas transaksi piutang pokok
dan pintang non pokok pemberian pinjaman yang menggunakan
mata uang asing, dan jurnal penutup.

BABV LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Meliputi Laporan Keuangan bertujuan umum, komponen
Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan.

BAB VI ILUSTRASI TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Meliputi ilustrasi transaksi pemberian pinjaman melalui rekening
khusus, pemberian pinjaman melalui pembiayaan pendahuluan,
pembayaran langsung, dan letter of credit, reklasifikasi atas
piutang pokok pemberian pinjaman akan jatuh tempo
cicilan/pelunasan pembayaran, realisasi anggaran penerimaan

cicilan/pelunasan piutanig non pokok pemberian pinjaman,
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penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih,
penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman, pendapatan
dan piutang non pokok pemberian pinjaman, penerimaan kas
atas pelunasan piutang non pokok pemberian pinjaman,
penyisihan piutang mnon pokek pemberian pinjaman tidak
tertagily, penghapusan piutang non pokok pemberian pinjaman,
selisih  kurs belum terealisasi atas piutang pokok vang
menggunakan mata nang asing,

PENUTUP

Meliputi kesimpulan dari pembahasan dalam Modul Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keunangan Pengelolaan Pemberian
Pinjaman dan harmonisasi yang diperlukan antara pengaturan
sistem akuntansi dengan proses bisnis manajerial dan rancangan
sistem aplikasi untok menghasilkan Laporan Kenangan yang

akurat, informatif dan tepat waktu.

SINGKATAN

APBN = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APD = Aplikasi Penarikan Dana

BA BUN = Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

BA BUN 999.04 = Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

BUN
BI
CalLK
DIPA
Db
KPPN
KPA
Kr
LKPP
LO
LPE

L/C
NoD

Pengelolaan Pemberian Pinjaman
= Bendahara Unium Negara
= Bank [ndonesia
= Catatan atas Laporan Keuangan
= Daftar [sian Pelaksanaan Anggaran
= Debet
= Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
= Kuasa Pengguna Anggaran
= Kredit
= Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
= Laporan Operasional
= Laporan Perubahan Ekuitas
= Laporan Realisasi Anggaran
= Letter of Credit
= Notice of Disbursement

= Neraca
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PMK = Peraturan Menteri Keuangarn
SABUN

I

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bendahara Umum Negara

SAPP = Sistem Akuntansi dan Felaporan Keuangan
Pemerintah Pusat

SAPPP = Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pengelolaan Pemberian Pinjaman

SP2D = Surat Perintah Penicairan Dana

SP3 = Surat Perintalh Pembukuan/Pengesahan

SP2LN = Surat Pembukaan Pinjaman Luar Negeri

SP4HL = Surat Perintah Pembukunan Penarikan
Pinjaman/Hibah Luar Negeri

SPM = Surat Perintah Membayar

SPN = Surat Perbendaharaan Negara

SPP = Surat Permintaan Pembayaran

SPP APD = Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan
Dana

SP2D = Surat Perintaly Pencairan Dana

TA = Tahun Anggaran

UABUN = Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara

UAKPA BUN = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Umum Negara

UAPBUN = Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara

uu = Undang-Undang

Valas = Valuta Asing

WA = Withdrawal Application
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BAB II
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

[LA. PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Kementerian Keuangan selaku pengguna anggaran BA BUN Pengelolaan
Pemberian Pinjaman mienyelenggarakan akuntansi pemerintahan atas transaksi
keuangan yang meliputi selurull transaksi yvang berhubungan dengan kegiatan
pengelolaan pemberian pinjaman. Untuk mewujudkan penyelenggaraan akuntansi
pemerintahan dimaksud diperlukan prosés bisnis akuntansi dan pelaporan
keuangan dalam suatn bentuk SAPPP. SAPPP merupakan subsistem dari SABUN;,
yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan beserta unit
akuntansi dan pelaporan yvang melakukan pelaksanaan dan pengelolaan BA BUN
999.04.. Unit akuntansi dan pelaporan dibentuk dalam rangka menyusni Laporan
Keuangan BA BUN 999.04 periode semesteran dan tahunan, yang terdiri atas
LRA, Neraca, LO, LPE, dan CalK.

Unit akuntansi dan pelaporan dalam SAPPP terdiri atas:

1. UAKPA BUN pada tingkat satuan kerja bertindak sebagai unit akuntansi
keuangan yang melakukan kegiatan akuntansi beserta pelaporan
keuanganiya terkait tramsaksi pelaksanaan dan pengelolaan pemberian
pinjaman. Penanggung jawab UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian
Pinjaman dilaksanakan oleh Direktorat Sistem Manajemen [nvestasi,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. UAPBUN pada tingkat eselon 1 Kementerian Keuangan bertindak sebagai
unit pelaporan keuangan vang melakukan penggabungan dan
pengawasan secara berjenjang atas Laporan Keunangan yang disusun oleh
UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman. Penanggung jawab
UAPBUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman dilaksanakan oleh Direktorat

Jenderal Perbendahiaraarn.

[I.B. PROSES BISNIS PADA UAKPA BUN
‘Secara umum, pada periode berjalan UAKPA BUN melaksanakan kegiatan
yang menjadi tugas pokoknya antara lain:
1. melakukan verifikasi dokumen sumber;
2. melakukan perekanian dokumen sumber;

melakukan verifikasi atas perekaman, penambahan; dan penyesuaian

W

data transaksi berdasarkan dokumen sumber;
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4. melakukan posting atas transaksi yang berhubtimgan dengan Buku Besar
Akrual dan Buku Besar Kas;

5. melakukan rekonsiliasi data keuangan dengan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas penarikan pinjaman yang
bersumber dari dalam dan/atan huar negeri;
menyusun Laporan Keuangan dan lampiran-lampiran pendukungnya; dan

menyampaikan data dan Laporan Keuangan kepada UAPBUN.

[I.C. PROSES BISNIS PADA UAPBUN
UAPBUN melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:
1. menerima data dan Laporan Keuangan dari UAKPA BUN;
2. melakukan verifikasi dan analisis data dan Laporan Keuangan UAKPA
BUN;
melakukan penggabungan data dan Laporan Keuangan UAKPA BUN;

Pl

menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPBUN; dan

menyampaikan Laporan Keuangan kepada Direktorat Jenderal

al

Perbendaharaan c¢.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
selaku UABUN.

[I.D. DOKUMEN SUMBER
Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi penarikan
pinjaman dalam rangka pemberian pinjaman sebagaimana ketentuan dalam PMK
Nomor 84 /PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah
Luar Negeri, PMK Nomor 79/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman
Dalam Negeri, dan PMK Nomor 135/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyediaan
dan Pengembalian Dana kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri,
serta ketentuan dan peraturan terkait dengan tata cara, administrasi, pengelolaan,
dan pelaksanaan pengelolaan pemberian pinjaman pada BA BUN 999.04 antara
lain:
1. Alokasi Anggaran
DIPA heserta revisinya
2. Pencatatan Pokok Piutang Pemberian Pinjaman berdasarkan Realisasi

Pembiayaan Pemberian Pinjaman

a. SPP;

b. SPM;

c. SP2D;

d. SP3;

€. SPP AFPD;
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f. NoD.
3. Pencatatan Penyelesaian Cicilan Pokok dan Neon Pokek Piutang Pemberian
Pinjaman
a, Surat setoran/dokumen lain yang dipersamakan sebagai setoran ke
rekening kas Negara;
b. Nota Debet/Nota Kredit.
4. Dokumen Pendukung Lainnya
UU APBN;
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN;
¢. Perjanjian Pemberian Pinjamari;
d. Surat Persetujuan Pemberian Pinjaman;
e. Nota Debet/Nota Kredit;
f. Nota Transfer/Nota Pembebanan;

g. Nota Pembukaan L/C;

h. APD/WA;
i. SP2LN;
i. SP4HL;

k. Rekening Koran BI;

1. Memo Penyesuaian.

Dalam rangka pencatatan transaksi akrual ke dalam penyajian Laporan
Kenangan BA BUN 999.04, digunakan dokumen Memo Penyesuaian. Hustrasi
formulir Memo Penyesuaian dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan dapat
diilustrasikan sebagai berikut:
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) [FORMULIR
MEMO PENYE SUAIAN

Bagian Anggarar 1t b

Esetor | 2 )

Witay by & y

Sallian Kerja = S i

Na. Dokwmen 5:

Tamggal &

Tabwy Angg3ran 7

Kategori Jdurmal Penyes lurnal Pany ar & Jurnal Kor 1o iaEl e

sirnal .

No: | M | Kode Bkun Uraizn Narma ARurl Rupiah Debet Rupiah Rredik
10z Ao 1Cc Afnd 1Ge T T
| Keterangan.

1m

L El]vbusl wieh = Disenyol oiels = ; Direkam oleh
Petugas: VesiilkasuAkumansi Awasan Langsung Falagas Keomputer
12 13 ) 14
Tangaal = 15 Tang gar =15 Tanggal 5

- 1. Bagign Anggaran
2 Essglon |

3 Wikayzh

A SawanKerja

E Mo Dokumen

B Tanggal

7. Tahurr Anigdaran
10 dumat -

= M

bk DIk

& Werde Ak

o Urdiam Akor
€ Ripiah Debet
+ Ruplah Kesdll
11 Keterangan
12 Dibuat Dish
13 Disewyul Oizn
14 Direkam el
|6 Tanggat

PETUNJUK PENGISIAN MEMG PENYESUAIAN
| | DiisTKede Baglan Anggatan dan Lisian Bagian Apgaaran
|Ziis| Kade Unit Esalon | dan Uratan Esglon |
Fiis| Kade Wilayah dan Uralan ‘Witaysh
Diis! Kode Salker-dan Uralan Satker

[l nbmer dukumen dimidat dengan € Digi Kadé satker dan
ikt rereruz rurol dokomen Memn Penyesuvaian

Diisl'lsrggal Memg Paryssusian dibukukar, rlsalrya

3| Desamber 2016

nils dipedukan:

Verifikasi(Akantamst

Diis| tahun anggaan Bardsn misaliva

Diisl angka 1 pada bans perfaima dan angka Lpada baris Kedus
[Bils| B pada baris pedama disi K pads baris kedua

Diis! Kode Akun yany akan dideber pada baris perrama,

‘dan diizl Kede Akun yany dkan dikredit pada Sarjz kedua

Giis! Umian Akun yany dkan didebst pada bans geriame

ctan diisl Uraian Akun vang skan dikeadht pada bars kedua

[3iisi jurmiah rupiak ales akun fransaksi yamg didebe)

Diis! lumtak wplak alas akun transaksl vang dikeedll

‘Ditsl pemjetasan sindkar jumnal vang dibuat; termasuk pefhitungan

12iis| Warma dan BIF Pembuat Mamn PenyssualaniPatugas

Dijis! Mama wan M atesan langsung/ Petugas Venfikas! garn
Akuntansi Operatat Kamputer Penangoungiawab LAKPA
[3iisi Marma den NP Palugas Cperator Komputer
Dﬁsi"langgal‘ ditaksangkaniya tgas masing-masing

2z

1.E. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis Laporan KReuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelagh

hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalem Laporan Keunangan

untuk memperoleh  pemahaman

dalain  memenulil

penyajian Laporan

Keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, Analisis Laporan

Keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesiﬁk dalam pengambilan

keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka

solvabilitas maupun likuiditas,
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Kegiatan analisis Laporan Keuangan dapat berupa telaah terhadap:
1. Kelengkapan Laporan Keuangan
a. memastikan kelengkapan seluruh kemponen Laporan Keuangan
berupa LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK sudali dibuat/dicetak; dan
b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah
dilampirkan.
2. Validitas data
a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam -cetakan
hardcopy dan/atau softcopy komponen Laperan Keuangan dan Callg
secara konsisten sama;, dan
b. jika  terdapat  perbaikan/revisi Laporan  Keuangan, maka
perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3. Akurasiangka yvang disajikan
a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam -cetakan
hardcopy dan/atau softcopy dan CaLK akurat; dan
b. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akiual sebagainiana
kebijakan akuntansi pemberian pinjaman Pemerintali sudah disajikan
dengan tepat dan akurat.
4. Ketepatan penggunaan akun dan kecocokan pasangan akun
a. memastikan persamaan akuntansi dasar Aset = Kewajiban + Ekuitas
terpenuhi.
b. memastikan akun-akun terkait dengan transaksi pemberian pinjaman
telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurial standar.
c. memastikan akun-akun pada neraca percobaan bersaldo normal.
5. Pengungkapan angka pada unsur-unsur/pos-pos Laporan Keuarigan pada
CaLK
a. memastikan setiap pos-pes komponen Laporan Keuangan dalam LRA,
Neraca, LO dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai pada
CalK.
b. memastikan penjelasan pos-pos komponen Laporan Keuangan
tersebut disajikan secara cukup (adequate disclosure) tidak kurang

(insufficient disclosure) dan tidak berlebihan (overload disclostire).

[I.LF, PENYAMPAIAN DATA DAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Kenangan BA BUN 999.04 disampaikan kepada Menteri
Keuangan e.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
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1. Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN
UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman menyusun dan
menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN periode
semesteran dan tahunan kepada UAPBUN Pengelolaan Pemberian
Pinjaman. Laporan Kenangan tingkat TAKPA BUN tersebut terdiri atas
LRA, Neraca, LO; LPE dan CaLK.

2. Laporan Keuangan tingkat UAPBLIN
UAPBUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman menyusun dan menyampaikan
Laporan Keuangan tingkat UAPBUN periode semesteran dan tahunan
kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan ¢.q. Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Kenangan selaku UABUN. Laporan Keuangan tingkat UAPBUN
tersebut terdiri atas LRA, Neraca, LO; LPE dan CalK.

3. Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan
tingkat UAPBUN
Penyampaian masing-masing Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN
dan/atau tingkat UAPBUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman dilaksanakan
sesnai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana
diatur dalam PMK yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan

penyampaian Laporan Keuangan BUN.
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BAB 111
KEBIJAKAN AKUNTANSI
TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

[II.A. DEFINIST PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

Pengelolaan pemberian pinjaman merupakan kegiatan BA BUN berupa
piutang yang wajib dibayar atau diselesaikan oleh éntitas pencrima pinjaman
kepada BA BUN dan/atau hak tagih BA BUN yang dapat dinilai dengan nang
sehagai akibat perjanjian pemberian pinjaman, yang dananya dapat bersumber
dari dalam negeri dan/atau luar negeri untuk diteruspinjamkan kepada entitas
penerima pinjaman atau dana lainnya yang sah. Tramsaksi utama dari
kegiatan BA BUN 999.04 yaitu adanya pengakuan hak BA BUN atas piutang
pokok pemberian pinjanian dan hak lainnya yang diperjanjikan dalam
perjanjian pemberian pinjamar.

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BA BUN 999.04 secara
berjenjang, UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan
melaknkan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan
informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan
kejadian terkait transaksi pengelolaan pemberian pinjaman. Transaksi
pengelolaan pemberian pinjaman tersebut terdiri atas:

1. Piutang Pokok Pemberian Pinjaman:
a. pemberian pinjanian;
b. pintang pokok pemberian pinjaman jatuli tempo;

¢. bagian lancar pintang pokok pemberian pinjaman;

B

pelunasan dan/atau cicilan piutang pokok pemberian pinjaman secara
kas;

pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara pengesahan;
penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih;

beban penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagily;

5w ™o

. penighapusan piutang pokok pemberian pinjaman;

Bt

perubahan kualitas piutang pokok pemberian pinjaman sehubungan
dengan restruktorisasi piutang; dan

j- piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program.
2. Realisasi Anggaran Pembiayaan dari Kegiatan Pemberian Pinjaman:

a. realisasianggaran pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman;

b. realisasi anggaran penerimaan pembiayaan atas cicilan danj/atau

pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman.
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3. Fendapatan dan Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman:
a. pendapatan dari pengelolaan pemberian pinjaman;
h. piutang non pokok pemberian pinjaman dari pengelolaan pemberian
pinjaman jatuh tempo;
c. pelunasan piutang non pokok pemberian pinjaman secara kas;
d. pelunasan piutang nen pekek pemberian pinjaman secara pengesahang
¢. penyisihan piutang non pokok pemberian pinjaman tidak tertagih;
f. beban penyisihan piutang non pokok pemberian pinjaman tidak tertagih;
g. penghapusan piutang nen pokok pemberian pinjaman; dan

I piutang berjalan non pokok pemberian pinjamarn.

[II.B. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan
penyusunan Laporan Keuangan BA BUN 999.04 adalah basis akrual. Basis
akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau sctara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun LRA
sepanjang APBN  disusun menggunakan pendekatan  basis  kas.
Dengan demniikian, basis kas untitk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada
saat kas diterima di rekening kas negara, sedangkan belanja diakui pada saat

dikeluarkan dari rekening kas negara,

[II.C. AKUNTANSI PIUTANG POKOK PEMBERTAN PINJAMAN
[I1.C.1. Pemberian Pinjaman

Piutang pokok pemberian pinjaman merupakan piutang yang dikelola oleh
BA BUN 999.04 yang timbul dari perjanjian pemberian pinjaman pemerintah
dan akan diterima pelunasannya atau jatuh tempo pelunasan piutangnya lebih
dari satu periode akuntansi atau lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Piutang pekok pemberian pinjaman yang timbul dari perjanjian penerusan
pinjaman memperhatikan pemberian pinjaman melalui tata cara sebagaimana
diatur dalam PMK Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, dan/atau PMK Nomor
79/PMIK.05/2016 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, yaitu
melalui tata cara:

1. Rekening Khusus
Rekening khusus adalalh rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan

pada Bl atau bank yang menampung sementara dana pinjaman dan/atau
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hibah Iuar negeri tertentu Dberupa initial deposit untuk kebutuhan
pembiayaan kegiatan selama periode tertentu.

2. Pembayaran Langsung
Pembayaran Langsung adalah penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN
yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan aplikasi
penarikan dana/WA kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri
(PPHLN) untuk membayar langsung kepada pihak yang dituju.

3. Pembiayaan Pendaliuluai
Penggantian pembiayaan pendahuluan (reimbursement) adalah pembayaran
yang dilakukan oleh PPHLN untuk penggantian dana yang pémbiayaan
kegiatannya dilakukan terlebili dahulu melalui rekening BUN dan/atau
Rekening Kas Negara.

4. L/C
L/C adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (issuing bank) yang
bertindak atas permintaan pemochon (applicant) atau atas namanya sendiri
untuk melakukan pembayaran képada pihak ketiga atau eksportir atau
kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh beneficiary/ supplier) sepanjang
memenuhi persyaratan L/C.

Piutang pokok pemberian pinjaman yang penarikannya melalui tata cara
rekening khusus, diakui pada saat kas keluar dari rekening Khusus dan
diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SPM yang telah diterbitkan SP2D
oleh KPPN Khustis Pinjaman dan Hibah. Nilai piutang pokok pemberian
pinjaman melalui tata cara rekening khusus disajikan sebagai Piutang Jangka
Panjang di Neraca.

Piutang pokok pemberian pinjaman yang penarikannya melalui tata cara
pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan/atau L/C, diakui pada
tanggal valuta (value date) sebagaimana tercantum dalam NoD, dan diukur
sebesar nilai nominal sesual dengan yang tercantum dalam NoD dimaksud.
Nilai piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara pembayaran
langsung, pembiayaan pendahuluan, dan/atau L/C disajikan sebagai Piutang
Jangka Panjang di Neraca.

Piutang pokok pemberian pinjaman yang menggunakan mata uang asing
dilakukan penjabaran ke dalam nilai Tupiah sebagai berikut:

1. Piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara rekening klimusus
a. Piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara rekening khusus

dan menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam
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nilai rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bl pada tanggal SP2D
pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman.
b. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi,
dapat dimungkinkan untiik terjadi perhitiingan dan penyajian selisih
kurs terealisasi (vang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau
beban selisih kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs
yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi SPP/SFM dan
SP2D.
Selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan

o

atau Dbeban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal
penyesuaian secara manual pada buku Dbesar akrunal dan
mempengaruhi atau kapitalisasi penyajian milai hasil penjabaran
outstanding Piutang Jangka Panjang dalam ruipiah di Neraca.

2. Piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara pembayaran

langsung, pembiayaan pendahuluan, dan/atau L/C

a. Piutang pokok pemberian pinjaman melalui tata cara penibayaran
langsung, pembiayaan pendahuluan, dan/atan L/C dan menggunakarn
mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupialh menggunakan
nilai ekuivalen rupiah pada tanggal valuta (value date) sebagaimana
tercantum dalam NoD.

b. Penjabaran ke dalam rupiah dapat menggunakan nilai ekuivalen rupiah
dengan kurs tengah Bl pada tanggal valuta (value date) sebagaimana
tercantum dalam NoD apabila nilai ekuivalen rupiah pada tanggal
valutanya tidak tersedia informasinya.

¢. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi,
dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih
kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau
beban selisih kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs
vang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi WA dan tanggal
value date dari NoD yang ada dalam SP3.

d. Selisih kurs ferealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan
atan  beban selisih  kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal
penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan
mempengaruhi atau kapifalisasi penyagjian mnilai hasil penjabaran
outstanding piutang jangka panjang dalam rupiah di Neraca.

Pada setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan, saldo

(outstanding) piutang pokok pemberian pinjaman yang menggunakan mata
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uang asing dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs
tengah BI pada tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan
tahunan, dan dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum
terealisasi atas penggunaan kurs penjabaran sebelumnya dengan kurs tengah
BI pada tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunar.
Nilai selisih kurs belum terealisasi dimaksud selanjutnya dicatat sebagai
pendapatan selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruli penambahan
nilai salde piutang pokok pemberian pinjaman dalam penjabaran rupial di
Neraca, atau beban selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi
pengurangan nilai saldo pititang pokok pemberian pinjaman dalam penjabaran
rupiall di Neraca. Nilai pendapatan atau beban selisili kars belum terealisasi

disajikan di LO dalam pos kegiatan non-eperasional lainnya.

[I.C.2. Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Jatuh Tempo

Pada saat piutang pekok pemberian pinjaman jatuh tempo cicilan
dan/atau pelunasan dan telah diterbitkan invoice penagihan piutang oleh KPA
BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman, serta sampai denigan periode pelaporan
keuangan semesteran dan tahunan belum terselesaikan, maka nilai atas
piutang pemberian pinjaman yang jatuh tempo sesuai dengan invoice
penagihan piufang pokok pemberian pinjaman tersebut disajikan di Neraca

sebagai Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang.

[II.C:3. Bagian Lancar Piutang Pokok Pemberian Pinjaman

Dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode
semesteran dan/atau tahunan, nilai outstanding piutang pekek pemberian
pinjaman dilakukan identifkasi untuk direklasifikasi menjadi Bagian Lancar

Piutang Jangka Panjang di Neraca. Piutang pokok pemberian pinjaman yang

direklasifikasi untuk disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang

di Neraca semesteran danj/atau tahunan, yaitu:

1. nilai atas bagian piutang pokeok pemberian pinjaman yang akan jatuh
tempo dalam waktu 12 (dua helas) bulan setelah tanggal Neraca periode
tahunan; dan

2. nilai atas piutang pemberian pinjanian yang jatuh tempo sesuai dengan
invoice penagihan piutang yang helum terselesaikan sampai dengan periode
pelaporan keuangan semesteran dan tahunan (sebagaimana I1.C.2.

Piatang Pokok Pemberian Pinjaman Jatuh Tempo).
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[I.C.4. Pelunasan dan/atau Cicilan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Secara
Kas

a. Transaksi pelunasan dan/atau cicilan piutang pekok pemberian pinjaman
secara kas, diakui pada saat tanggal kas diterima di rekening kas Negara,
dan diukur sebesar milai nominal sesunai dengan dokumen setelmen
penerimaan pelunasan dan/atau cicilan piutang pokok pemberian
pinjaman. Transaksi pelunasan dan/atau cicilan piutang pokok pemberian
pinjaman secara kas tersebut mengurangi nilai outstanding bagian lancar
piutang pemberian pinjaman pada pos Bagian Lancar Piutang Jangka
Panjang di Neraca.

b. Dalam hal pelunasan dan/atau cicilan piutang pokek pemberian pinjaman
secara kas menggunakan mata uang asing yang sama sesuai dengan
perjanjian pemberian pinjaman, nilai pelunasan dan/atau cicilan piutang
pemberian pinjaman yang menggunakan mata nang asing tersebut
dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal kas
diterima di rekening kas Negara,

c. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat
dimungkinkan wuntuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs
terealisasi (vang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih
kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada
masing-masing tanggal invoice penagihan piutang dan tanggal kas diterima
di rekening kas Negara,

d. Selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau
beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal penyesuaian
secara manual pada buku besar akrual dan mempengaruhi atau
kapitalisasi penyajian nilai hasil penjabaran outstanding Dhagian lancar

piutang pemberian pinjaman dalam rupiah di Neraca.

[I1.C.5. Pelunasan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Secara Pengesahan

a. Transaksi pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara
pengesahan, diakui pada tanggal SP2D pengesahan, dan diukur sebesar
nilai nominal sesual dengan SP2D pengesahan dimaksud. Transaksi
pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara pengesahan tersebut
mengurangi nilai outstanding bagian lancar piutang pemberian pinjaman
pada pos Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang di Neraca.

b. Dalam hal pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman secara

pengesahan berupa penghibahan piutang pokok pemberian pinjamar,
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dokunien pengesahan beban hibah digunakan sebagai dasar pengurangan
nilai outstanding piutang pokok pemberian pinjaman.

c. Nilai pengesahan pelunasan piutang pekok pemberian pinjaman disajikan
sebagai realisasi penerimaan pembiayaan pada pos Pembiayaan di LRA dan
mengurangi nilai outstanding piutang pokok pemberian pinjaman pada

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang di Neraca.

[I. C.6. Penyisihan Piutang Pokok Pemberian Finjaman Tidak Tertagih

Dalam rangka penyusunan Laporan Kenangan BA BUN 999.04 periede
semesteran dan tahunan, nilai outstanding piutang pokok pemberian pinjaman
tahun Dberjalan dilakukan analisis kualitas piutang ketertagihannya untuk
menentukan perhitungan estimasi penyisihan piutang pokok pemberian
pinjaman tidak tertagih tahun berjalan. Analisis kualitas piutang pokok
pemberian pinjaman tersebut dilakukan terhadap setiap debitur penerima
dana pinjaman BA BUN 999.04.

[II.C.6.a. Penggolangan Kualitas Piutang Pokok Pemberian Pinjaman
Sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang

Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara,

bahwa dalam analisis kualitas piutang memperhatikan penggolongan kualitas

piutang yang terdiri atas:

1. piutang kualitas lancar, yaitu piutang vang teridentifikasi belum jatuh
tempo;

2. piatang kualitas kurang lancar, yaitu piutang yang teridentifikasi telah
jatuh tempo dan sampai dengan 1 (satu) tahun belum terlunasi;

3. piutang kualitas diragukan, yaitu piutang yang teridentifikasi telah jatuh
tempo dan lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun belum
terlunasi; dan

4. piutang kualitas macet, yaitu piutang yang teridentifikasi telah jatuh tempo

dan lebih dari 3. (tiga) tahun belum terlunasi:

[II.C.6.h. Besaran Estimasi Penyisihan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman
Tidak Tertagih Berdasarkain Penggolongan Kualitas Piutangnya
a. Penghitungan estimasi penyisihan piutang pokek pemberian pinjaman
tidak tertagih dilakukan Dberdasarkan nilai outstanding piutang pokok
pemberian pinjaman masing-masing debitur yang telah digolengkan
kualitas piutangnya dan besaran persentase masing-masing golongan
kualitas piutang.
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b. Sesuai dengan ketentuan dalam FMEK Nomor 69/FPMK.06/2014 tentang
Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum
Negara, bahwa beésaran persentasé untuk penghitungan estimasi
penyisihan piutang pada masing-masing golongan kualitas piutang sebagai
berikut:

1. S5%o (lima permil) dari nilai pittang yang digolongkan kualitasnya
lancar;

2. 10% (sepululi persen) dari nilai piutang yang digelongkan kualitasnya
kurang lancar;

3. S0% (lima pulnh persen) dari nilai piatang yang digelongkan
kualitasnya diragukan; dan

4. 100% (seratus persen) dari nilai piutang yang digolongkan kualitasnya

macet.

[IT.C.6.c. Penyajian Penyisihan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Tidak
Tertagih
Penyajian estimasi penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak
tertagih sebagai berikut:

1, Hasil estimasi nilai penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak
tertagih terhadap nilai pintang yang digelongkan kualitasnya lancar:

a. dicatat sebagai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang yang
merupakan kontra akun dari Piutang Jangka Panjang atas bagian
piutang pokok pemberian pinjaman kualitas lancar yang belum jatuh
tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal Necara periode
pelaporan semesteran dan/atau tahunan,

b. dicatat sebagai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar
Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Jangka Panjang yang merupakan
konfra akun dari Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang atas bagian
piutang pokok pemberian pinjaman kualitas lancar yang akan jatuh
tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Necara periode
semesteran dan/atau tahunan.

2. Hasil estimasi nilai penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak
tertagih terhadap nilai piutang vang digolongkan kualitasnya kutang
lancar, dicatat sebagai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar
Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Jangka Panjang yang merupakan

kortra akun dari Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang atas bagian
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piutang pokok pemberian pinjaman kualitas kurang lancar yang telah jatuh
tempo sanipai dengan 12 (dua belas) bulan pada tanggal Necara periode
semesteran dan/atau tahunan.

3. Hasil estimasi nilai penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak
tertagih terhadap nilai piutang vang digolongkan kualitasnya diragukan,
dicatat sebagai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang
Pokok Pemberian Pinjaman Jangka Panjang yang merupakan kontra akun
dari Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman atas bagian piutang pokok
pemberian pinjaman kualitas diragukan yang felah jatuh tempo lebih dari
12 (dua belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan pada
tanggal Necara periode semesteran dan/atau tahunar.

4. Hasil estimasi nilai penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak
tertagih terhadap nilai piutang yang digolongkan kualitasnya macet, dicatat
sebagai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Piutang Pokok
Pemberian Pinjaman Jangka Panjang yang merupakan kontra akun dari
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman atas bagian piutang pokok
pemberian pinjaman kualitas macet yang telah jatuh tempo lebih dari 36
(tiga puluh enam) bulan pada tanggal Necara periode semesteran dan/atau

tahunan.,

[II.C.7. Beban Penyisihan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagil

a, Dalam hal nilai outstanding Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang
Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebagaimana butir II1.C.6.c. angka 1
dan/atau nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Piutang
Pokok Pemberian Pinjaman sebagaimana butir ILC.6.c. angka 2 sampai
dengan angka 5 lebil kecil dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan
piutang tidak tertagihnya tahun berjalan, selisih tersebut dicatat dan
disajikan sebagai penambahan Beban Penyisihan Piutang pada pos Beban
Operasional di LO.

b. Sebaliknya, dalam hal nilai outstanding Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebagaimana butir [ILC.6.c.
angka 1 dan/atau nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar
Piutang Pokok Pemberian Pinjaman sebagaimana butir I1.C.6.c. angka 2
sampai dengan angka 5 lebih besar dari hasil estiimasi perhitungan nilai
penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan, selisih tersebut
dicatat dan disajikan sebagai pengurang Beban Penyisihan Piutang pada

pos Beban Operasional di LO.
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c. Selanjutnya, nilai outstanding Beban Penyisihan Piutang dapat disajikan
secara negatif pada pos Beban Operasional di LO sehubungan dengan
secara jumlaly keseluruhan nilai outstanding Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih — Piutang Jangka Panjang FPemberian Pinjaman dan/atau mnilai
outstanding Penyisihan Piutang Tidak Tertagihh — Bagian Lancar Piutang
Pokek Pemberian Pinjaman Jangka Panjang lehihh besar dari estimasi
perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya talin berjalan.

d. Nilai penyisihan piutang pemberian pinjaman tidak tertagih di Neraca
sebagaimana butir II.C.6.e. angka 1 sampai dengan angka 5, dan nilai
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih di LO diungkapkan secara
memadai pada CalK dengan memperhatikan tlap golongan kualitas
piutang pemberian pinjaman dan perubahan kenaikan dan penurunan
nilainya.

[I1.C.8. Penghapusan Piutang Pokek Pemberian Pinjaman

Pengurangan nilai outstanding piutang pokok pemberian pinjaman atas
transaksi penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman diakui pada saat
tanggal efektif penghapusan; dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan
dokumen atau perjanjian yang sah sebagai dasar penghapusan piutang pokok
pemberian pinjaman.

Nilai penghapusan piutang pokok pemberian pinjaman disajikan sebagai
berikiit:

1. Mengurangi nilai outstanding piutang pokok pemberian pinjaman pada pos
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang dan/atau Piutang Jangka Panjang
di Neraca.

2. Mengurangi mnilai outstanding penyisihan piutang pokok pemberian
pinjaman tidak tertagih sebagai kontra akun nilai piutang pokok pemberian
pinjaman yang dihapuskan pada pos Bagian Lancar Piutang Jangka
Panjang dan/atau Piutang Jangka Panjang di Neraca.

3. Mencatat beban penghapusan piutang pemberian pinjaman pada pos
kegiatan non-operasional lainnya di LO dalam hal nilai outstanding
penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih lebih kecil
dari nilai piutang pokok pemberian pinjaman yang dihapuskan.

Dalam hal piutang pokok pemberian pinjaman telah dihapuskan, namun
kemudian terdapat penerimiaan kas di rekening kas negara berdasarkan
setelmen penerimaan kas pemberian pinjaman yang merujuk kepada piutang

pokok pemberian pinjaman telah dihapuskan, maka atas transaksi tersebut
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disajikan sebagai pendapatan PNBP lainnya di LRA dan sebagai pendapatan
PNBP Lainnya pada pos kegiatan non-operasional lainnya di LO.

[IT.C.9. Perubahan Kualitas Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Sehubungan
Dengan Restrukturisasi Piutang

Sesuai dengan ketentnan dalam PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang
Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umium Negara,
bahwa PPA BUN dapat melakukan perubahan kualitas piutang dalam hal
terdapat persetujuan restrukturisasi piutang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Restrukturisasi piutang merupakan upava
perbaikan ketertagihan piutang yang dilakukan PPA BUN terhadap debitur
yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi
pemberian keringanan piutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan
penundaan pembayaran.

Kualitas piutang setelah persetujuan restrukturisasi dapat diubah oleh
PPA BUN menjadi:

1. paling tinggi kualitas kurang lancar untuk piutang yang sebelum
restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; atau

2. tidak berubah kualitasnya, apabila piufang yang sebelum restrukturisasi
memiliki kualitas kurang lancar.

Namun, dalam hal persyaratan dan pelaksanaan yang ditentukan dalam
perjanjian restrukturisasi tidak dipenuhi oleh debitur, maka kualitas piutang
yang telah diubah setelah persetujuan restrukturisasi dapat ditetapkan
kembali menjadi kualitas piutang sebelum adanya restrukturisasi.

Atas perubahan kualitas piutang pokok pemberian pinjaman, selanjutnya
akan dilakukan penyesuaian terhadap penyajian beban penyisihan piutang
pokak pemberian pinjaman tidak tertagih di LO dan estimasi penyisihan
piutang pokok pemberian pinjaman tidak tertagih di Neraca pada tanggal

pelaporan semesteran dan tahunan sebagaimana II.C.6. dan T1.C.7.

[II.C: 10. Piutang Pokok Transaksi Aset Lainnya Kredit Program

Nilai outstanding aset lainnya kredit program di Neraca mierupakan nilai
saldo piutang pokok atas pemberian pinjaman dengan skema kredit program
berdasarkan Surat Pengakuan Hutang dan telah berakhir skema pemberian
pinjamannya olehh BA BUN 999.04. Nilai outstanding piutang pokok berupa
transaksi aset lainnya kredit program diperlakukan sebagai berikut:
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1. Nilai outstanding piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program
disajikan sebagai aset lainnya kredit program pada pos piutang jangka
panjang di Neraca.

2. Transaksi pengesahan atau pelunasan dan/atau cicilan secara kas atas
piutang pokok transaksi aset lainnya kredit program disajikan sebagai
penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos pembiayaan, dan mengurangi
nilai outstanding aseét lainnya kredit program pada pos piutang jangka

panjang di Neraca.

L

Dalam hal terdapat pelunasan danj/atau cicilan secara kas atas piutang

pokok transaksi aset lainnya kredit programi dan berdasarkan setelmen kas

transaksi aset lainnya kredit program tersebut tidak teridentifiksi Surat

Pengakuan Hutangnya, disajikan sebagai pendapatan PNBP lainnya di LRA

dan sebagai pendapatan PNBP Lainnya pada pos kegiatan non-operasional

lainnya di LO.

4. Pada periode semesteran dan tahunan, nilai outstanding piutang pokok
transaksi aset lainnya kredit program dilakukan analisis kualitas piutang
ketertagihannya untuk menentukan perhitungan -estimasi penyisihan
piutang pokek pemberian pinjaman tidak tertagih tahun berjalan.
Penggolongan kualitas piutang dan Dbesaran persentase 1ntuk
penghitungan estimasi penyisiban piutang pada masing-masing golongan
kualitas piutang diperlakukan sama sebagaimana butir dalam 1I1.C.6.a. dan
II.C.6.b.

5. Hasil estimasi nilai penyisihan pintang pokok transaksi aset lainnya kredit
program tidak tertagih terhadap nilai piutang yang digolongkan
kualitasnya, baik lancar, kurang laricar, ditagukar, maupun macet, dicatat
sebagai penyisihan piutang tidak tertagih jangka panjang (aset lainnya
kredit program) yang merupakan kontra akun dari aset lainnya kredit
program pada pos piutang jangka panjang di Neraca.

6. Nilai Beban Penyisihan Piutang dapat disajikan secara negatif pada pos
Beban Operasional di LO sehubungan dengan secara jumlah keseluruhan
nilai outstanding Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Jangka
Panjang (aset lainnya kredit program) lebih besar dari estimasi perhitungan
nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan.

7. Transaksi penghapusan piuntang pokok transaksi aset lainnya kredit

program mengurangi nilai outstanding aset lainnya kredit program pada

pos piutang jangka panjang dan nilai penyisihan piutang tidak tertagih
jangka panjang (aset lainnya kredit program) di Neraca.

www.peraturan.go.id



a1 2017, No.1704

[L.D. AKUNTANSI REALISASI ANGGARAN PEMBIAYAAN DARI KEGIATAN
PEMBERIAN PINJAMAN

[II.D.1. Realisasi Anggaran Pengeluaran Pemibiayaan Pemberian Pinjaman
Realisasi pengeluaran pembiayaan dalam rangka pemberian piutang

BA BUN 999.04, dapat dilakukan melalni tata cara sebagaimana diatur dalam

PMK Nomer 84/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman

dan/atau Hibah Luar Negeri, dan/atau PMK Nomor 79/PMK.05/2016 tentang

Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, yaitu melalui tata cara:

1. Rekening khusus;

2. Pembayaran langsung;

3. Pembiayaan pendaliuluan; dan/atan

4. L/C.

[IL.D.1.a. Pengeluaran Anggaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman Melalui
Rekening Khusus

a, Realisasi pengeluaran pembiayaan atas pemberian piutang pokok BA BUN
999.04 melalui tata cara rekening khusus diakui pada saat kas keluar dari
rekening khusus sesuai dengan SP2D pengeluaran pembiayaan pemberian
pinjaman yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

b. Realisasi pengeluaran pembiayaan atas pemberian piutang pokok BA BUN
999.04 melalui tata cara rekening khusus dinkur sebesar nilai SPM yvang
telah diterbitkan SP2D oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, dan
disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pembiayaan
dan menambah nilai outstanding piutang pemberian pinjaman pada pos
piutang jangka panjang di Neraca.

¢, Dalam hal nilai realisasi pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman
melalui tata cara rekening khusus menggunakan mata uang asing,
dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah
BI pada tanggal SP2D pengeluaran pembiayaan pemberian pinjanian vang
diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibal.

d. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat
dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs
terealisasi (pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) yang
disebabkan oleh penggunaan kurs yang herbeda pada masing-masing
tanggal transaksi SPP/SPM dan SP2D. Selisih kurs terealisasi (yang dapat
diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi)

tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar
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akrual dan mempengaruhi atau kapitalisasi penyajian nilai  hasil
penjabaran outstanding piutang jangka panjang dalam rupiah di Neraca.

[I1.D:1.h. Pengeluaran Anggaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman Melalui
Pembiayaan Pendahtuiluan, Pembayaran Langsung, dan/atau L/C

a. Realisasi pengeluaran pembiayaan atas pemberian piutang pokek BA BUN
999.04 melalui tata cara Pembiayaan Pendahuluan, Pembayaran Langsung,
dan/atau L/C diakui pada tanggal SP3 diterbitkan oleh KPPN Khusus
Pinjaman dan Hibah.

b. Realisasi pengeluaran pembiayaan atas pemberian piutang pokok BA BUN
999.04 melalui tata cara Pembiayaan Pendahuluar, Pembayaran Langsung,
dan/atau L/C diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP3, dan
disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pembiayaan
dan menambah milai outstanding piutang pemberian pinjaman pada pos
piutang jangka panjang di Neraca.

¢. Dalam hal nilai realisasi pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman
melalui tata cara Pembiayaan Pendahuluan, Pembayaran Langsung,
dan/atau L/C menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke
dalam rupiall dengan menggunakan nilai ekuivalen rupiah pada tanggal
valuta (value date) sebagaimana tercantum dalam NoD atau nilai ekuivalen
rupialh dengan kurs fengah Bl pada tanggal valuta (value date)
sebagaimana tercantum dalam NoD.

d. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat
dimungkinkan wuntuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs
terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih
kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada
masing-masing tanggal transaksi WA dan tanggal value date dari NeD yang
ada dalam 8P3. Selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai
pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal
penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan mempengaruhi
atau kapitalisasi penyajian nilai hasil penjabaran outstanding piutarg

jangka panjang dalam rupiah di Neraca.
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[II.D.2, Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan atas Cicilan dan/atau

Pelhunasan Piutang Pokok Pembeérian Pinjaman

[I1.D.2.a. Penerimaan Anggaran Pembiayaan atas Cicilan dan/atau Pelunasan
Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Secara Kas

a. Penerimaan pembiayaan atas cicilan danfatan pelonasan piutang pokek
pemberian pinjaman secara kas diakui pada saat tanggal kas diterima di
rekening kas Negara, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan
dokumen setelmen.

b. Realisasi penerimaan pembiayaan atas nilai penerimaan cicilan dan/atau
pelunasan piutanig pokok pemberian pinjaman disajikan  sebagai
penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos pembiayaan, dan mengurangi
nilai outstanding bagian lancar piutang pemberian pinjaman pada pos
bagian lancar piutang jangka panjang di Neraca.

c. Dalam hal piutang pokok pemberian pinjaman dan cicilan dan/atau
pelunasannya secara kas menggunakan mata uang asing yang sama sesuai
dengan perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04, nilai penerimaan
pembiayaan atas cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok pemberian
pinjaman yang menggunakan mata uang asing tersebut dijabarkan ke
dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bl pada fanggal kas diterima di
rekening kas Negara.

d. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat
dimungkinkan wuntuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs
terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih
kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada
masing-masing tanggal invoice penagihan piutang dan tanggal kas diterima
di rekening kas Negara. Selisih kurs terealisasi (yang dapat diidentifikasi
sebagai pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan
jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan
mempengaruhi atau kapitalisasi penyajian nilai hasil penjabaran
outstanding bagian lancar piutang pemberian pinjaman dalam rupiah di
Neraca.

[1.D.2.h. Penerimaan Anggaran Pembiayaan atas Cicilan dan/atau Pelunasan

Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Secara Pengesahan
a. Penerimaan pembiayaan atas cicilan danj/atan peluonasan piutang pokek

pemberian pinjaman secara pengesahan diakui pada tanggal SP2D
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pengesahan yang diterbitkan olehn KPPN niitra kerja, dan ditkur sebesar
nilai nontinal sesuai dengan SP2D pengesahan dimaksud.

b. Nilai pengesahan atas cicilan dan/atau pelunasan piutang pokok
pemberian pinjaman disajikan sebagai penérimaan pembiayaan di LRA
dalam pos pembiayaan, dan mengurangi nilai outstanding bagian lancar
piutang pemberian pinjaman pada pos bagian lancar piutang jangka

panjang di Neraca.

[IILE. AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PIUTANG NON POKOK PEMBERIAN
PINJAMAN

[II.E. 1. Pendapatan dari Pengelolaan Pemberian Pinjaman

Sesuai dengan hal yang dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian
pinjaman BA BUN 999.04, pendapatan dati pengelolaan pemberian pinjamarn
dapat berasal dari:

1. pendapatan bunga piutang pokok pemberian pinjaman;
2. pendapatan denda; dan/atau
3. pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman.

Terhadap pengakuan pendapatan dari pengelolaan pemberian pinjaman
tersebut dapat mengakibatkan pengakuan piutang non pokok pemberian
pinjaman apabila pada tanggal jatuh tempo dan/atau pada periode pelaporan
belum terselesaikan pelunasannya.

Pendapatan bunga peémberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau
pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman diakui pada saat:

1. tanggal jatuh tempo sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian
pemberian pinjaman BA BUN '999.04 dan/atau surat tagihan; atau

2. kas diterima di rekening kas megara pada tanggal jatuh tempo vang
dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian pinjaman.

Pendapatan bunga pémberian pinjaman, péndapatan denda, dan/atau
pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman pada tanggal jatuli tempo
diukur sebesar nilai tagihan (invoice) sesuai dengan surat tagihan dan/atau
perjanjian peniberian pinjaman BA BUN 999.04.

Pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau
pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang diterima secara kas yang
dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian pinjanian BA BUN 999.04, diukur
sebesar nilai neminal sesuai dengan dokumen setelmen atau dokumen yang
dipersamakan yang telah tervalidasi dan/atan memperhatikan verifikasi dan

rekonsiliasi atas rekening koran bank.
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Penyajian pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda,
dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman di Laporan Keuangan
sehagai berikut:

1. Pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau
pendapatan biaya lainnya pemberian pinjamain yang telah jatub tempo dan
telah diterbitkan tagihan (invoice)] namun belum terselesaikan
pelunasannya, disajikan sebagai pendapatan PNBP Lainnya pada pos
operasional di LO dan menambali nilai outstanding piutang bunga
pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya
lainnya peniberian pinjaman pada pos Pititang kelompok aset lancar di
Neraca.

2. Pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau
pendapatan biaya lainnya pemberian pinjanian yang telah jatuh tempo dan
telalh diterbitkan tagihan (invoice), serta telall dilakukan penyelesaian
pelunasannya secara kas, disajikan sebagai pendapatan PNBP lainnya di
LRA dan mengurangi nilai outstanding piutang bunga pemberian pinjamarn,
pendapatan denda, dan/atan pendapatan biaya lainnya pemberian
pinjaman pada pes piutang kelompok aset lancar di Neraca:

Dalam hal pendapatan bunga pemiberian pinjaman, pendapatan denda,
dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh
tempo dan telah diterbitkan tagihan (invoice) menggunakan mata uang asing,
dilakukan penjabaran ke dalami rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI
pada tanggal jatuh tempo.

[LE.2. Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman dari Pengelolaan Pemberian
Pinjaman Jatuh Tempo
Piutang nen pekok pemberian pinjaman yang timbul dari transaksi
pengakuan pendapatan atas perigelolaan pemberian pinjaman terdiri atas:

1. Piutang bunga atas pendapatan bunga pemberian pinjaman yang telah
jatuh tempe dan belum diselesaikan pembayarannya olell penerima dana
pinjaman BA BUN 999.04;

2. Piutang denda atas pendapatan denda pemberian pinjaman yang
dikenakan dan belum diselesaikan pembayarannya oleh penerima dana
pinjaman BA BUN 999.04; dan/atau

3. Piutang biaya lainnya atas pendapatan biaya pemberian pinjaman yang
dikenakan dan belum diselesaikan pembayarannya oleh penerima dana

pinjaman BA BUN 999.04.
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Piutang bunga pemberian pinjanian, pendapatan deénda, dan/atau
pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman diakui pada saat tanggal jatuh
tempo sebagaimana vyang dipersyaratkan dalam perjanjian  pemberian
pinjaman BA BUN 999.04 dan/atau surat tagihan, dan diukur sebesar nilai
tagihan (invoice) sesual dengan perjanjian pemberian pinjaman BA BUN 999.04
dan/atau surat tagihan.

Nilai piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau
pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang telahh jatuh tempo
disajikan pada pes piutang kelom pok aset lancar di Neraca.

Dalam hal piutang bunga peémberian pinjanian, pendapatan denda,
dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh
tempo menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah
sebagai berikuit:

1. Piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau
pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah jatuh tempe
menggunakan mata uang asing, dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan
kurs tengah Bl pada tanggal jatul tempo.

2. Selanjutnya pada setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan, salde
(outstanding) piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda,
dan/atan pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman  yang
menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah
dengan menggunakan kurs tengah Bl pada tanggal Neraca masing-masing
pelaporan semesteran dan tahunan, dan dapat menghasilkan nilai
perhitungan selisih kurs belum terealisasi atas penggunaan kurs
penjabaran sebelumnya dengan kurs tengahh BI pada tanggal Neraca
masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan.

3. Nilai selisih kurs belum terealisasi dimaksud selanjutnya dicatat sebagai
pendapatan  selisih kurs  belum  terealisasi yang mempengaruli
penambahan nilai saldo piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan
denda, dan/atan pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman dalam
penjabaran rupiah di Neraca, atau beban selisih kurs belum terealisasi
yang mempengaruhi pengurangan nilai saldo bunga pemberian pinjaman,
pendapatan denda, dan/atan pendapatan biaya lainnya pemberian
pinjaman dalam penjabaran rupiah di Neraca. Nilai pendapatan atau beban
selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO dalam pos kegiatan nen-
operasional lainnya,
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[ILE.3. Pelunasan Pittang Non Pokok Peniberian Pinjaman Secara Kas

a. Pelunasan piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda,
dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman secara kas diakui
pada saat kas diterima di rekening kas Negara, dan diukur sebesar nilai
nominal sesuai dengan dokumen setelmen atau dokumen yang
dipersamakan yang telah tervalidasi dan/atau memperhatikan verifikasi
dan rekonsiliasi atas rekening koran bank.

b. Nilai pominal atas transaksi pelunasan piutang bunga pemberian
pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya
pemberian pinjaman secara kas tersebut disajikan meéngurangi nilai
outstanding piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda,
dan/atau pendapatan hiaya lainnya pemberian pinjaman pada pos Piutang
kelompok aset lancar di Neraca, serta mencatat dan menyajikan realisasi
pendapatan pada pos pendapatan PNBP Lainnya di LRA.

c. Dalam hal transaksi realisasi pendapatan-LRA dan pelunasan piutang
bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan
biaya lainnya pemberian pinjaman secara kas tersebut menggunakan mata
uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan
kurs tengah Bl pada tanggal transaksi kas diterima di rekening kas negara,

d. Pada penerapan otomasi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, dapat
dimungkinkan wuntuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs
terealisasi (vang dapat diidentifikasi sebagai pendapatan atau beban selisih
kurs terealisasi) yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada
masing-masing tanggal invoice penagihan bunga, denda dan/atau biaya
lainnya pemberian pinjaman dan tanggal kas diferima di rekening kas
negara. Selisih kuars terealisasi (yang dapat diidentifikasi sebagai
pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi) tersebut dilakukan jurnal
penyesuaian secara manual pada buku besar akrual dan mempengaruhi
penyajian nilai hasil penjabaran pendapatan bunga, denda dan/atau biaya

lainnya pemberian pinjaman di LO.

[II.E.4. Pelunasan Phutang Non Pokok Peniberian Pinjaman Secara Pengesahan
a. Transaksi pelunasan piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan
denda, danj/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman secara
pengesahan diakui pada tanggal SP2D pengesahan pendapatan bunga

pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya
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lainnya pemberian pinjaman yang diterbitkan oleh KPPN mitra kerja, dan
diukur sebesar nilai noniinal sesuai dengan SP2D pengesahan dimaksud.

b. Dalam hal pelunasan piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan
denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman secara
pengesalian berupa penghibalian piutang non pokeok dimaksud, dokumen
pengesahan beban hibah digunakan sebagai dasar pengurangan nilai
outstanding piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda,
dan/atan pendapatan biaya lainnya.

c. Nilai pengesahan pendapatan bunga pemberian pinjaman, pendapatan
denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman dalam
rangka pelunasan piutang non pokok pemberian pinjaman; disajikan
sebagai Tealisasi pendapatan pada pos pendapatan PNBP Lainnya di LRA

dan mengurangi nilai outstanding piutang kelompok aset lancar di Neraca.

[ITI.E.S. Penyisihan Piutang Nen Pekok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagili
Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BA BUN 999.04 periode
semesteran dan tahunan, nilai outstanding piutang non pokok pemberian
pinjaman tahun berjalan berupa piutang bunga pemberian pinjaman,
pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman
yang telah jatuh tempo, dilakukan analisis kualitas pintang ketertagihannya
untuk menentukan perhitungan estimasi masing-masing penyisihan piutang
non pokok pemberian pinjaman tidak tertagilhh tahun berjalan. Analisis kualitas
piutang non pokok pemberian pinjaman tersebut dilakukan terhadap setiap

debitur penerima dana pinjaman BA BUN 999.04.

[ILE.53.a. Penggolongan Kualitas Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman
Penggolongan kualitas piutang non pokok pemberian pinjaman, berupa
piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan
biaya lainnya pemberian pinjaman, mengikuti ketentuan sesuai dengan PMK
Nemor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan
Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian
Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, sebagaimana telah diuraikan
penggolongan kualitas piutang dalam butir I1.C.6.a. Penggolongan Kualitas
Piutang Pokok Pemberian Pinjaman.
[II.E.5.b. Besaran Estimasi Penyisihan Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman
Tidak Tertagih Berdasarkan Penggolongan Kualitas Piutangnya
a, Perhitungan estimasi penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman,

pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian
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pinjaman tidak tertagih dilakukan berdasarkan masing-masing debitur dan
nilai outstanding piutang piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan
denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang telah
digolongkan kualitas piutangnya dan besaran persentase masing-masing
golongan kualitas piutang.

b. Besaran estimasi penyisihan piutang non pokok pemberian pinjaman tidak
tertagih  berdasarkan penggolongan kualitas piutangnya mengikuti
ketentnan sesnai dengan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentnarn
Kualitas Piutang dan Pemibentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagil pada
Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, sebagainiana
telalh diuraikan besaran persentase estimasi penyisihan piutang pada
masing-masing golongan kualitas piutang dalam butir I1.C.6.h. Besaran
Estimasi Penyisihan Piutang Pokok Pemberian Pinjanmian Tidak Tertagih
Berdasarkan Penggolongan Kualitas Piutangnya.

[I.E.5.c. Penyajian Penyisihan Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman Tidak
Tertagih
Penyajian penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan
denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman tidak tertagih
dalam kelompok Aset Lamcar di Neraca sebagai berikut:
1. Estimasi penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih
sebagai berikut:

a. Estimasi nilai penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak
tertagih terhadap nilai piutang yang digolengkan kualitas lancar tidak
relevan sehubungan dengan karakteristik piutang bunga pemberian
pinjaman yang diakui pada saat jatuh tempo.

b. Estimasi nilai penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak
tertagih terhadap nilai piutang yang digolongkan kualitasnya kurang
lancar, dicatat sebagai penyisihan piutang tidak tertagih - piutang
bunga pemberian pinjaman yang merupakan kontra akun dari piutang
bunga pemberian pinjaman atas baglan piutang bunga pemberian
pinjaman kualitas kurang lancar yang telah jatuh tempo kurang dari
12 (dua belas) bulan pada tanggal Necara periode semesteran dan/atau
tahunan.

c¢. Estimiasi nilai penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak
tertagih terhadap mnilai piutang yang digolongkan kualitasnya
diragukan, dicatat sebagai penyisihan piutang tidak tertagih — piutang
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bunga pemberian pinjaman yang mertupakan kontra akun dari piutang
bunga pemberian pinjaman atas bagian piutang bunga pemberian
pinjaman kualitas diragukan yang telah jatuh tempo Ilebih dari
12 (dua belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan pada
tanggal Necara periode semesteran dan/atan tahunan.

d. Estimasi nilai penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak
tertagih terhadap nilai piutang yang digolongkan kualitasnya macet,
dicatat sebagal penyisibhan piutang tidak tertagih - piutang bunga
pemberian pinjaman yang merupakan kontra akun dari piutang bunga
pemberian pinjaman atas bagian piutang bunga pemberian pinjaman
kualitas diragukan yang telah jatuh tempo lebilh dari 36 (tiga pulub
enam) bulan pada tanggal Necara periode semesteran dan/atau
talunan,

2. Estimasi penyisihan piutang pendapatan denda pemberian pinjaman tidak
tertagih sebagai berikut:

a. Selurtth nilai outstanding piutang péndapatan denda pemberian
pinjaman digolongkan kualitas piutangnya lancar:

h. Estimasi mnilai penyisihan piutang pendapatan denda pemberian
pinjaman tidak tertagih terhadap nilai outstanding pittang. denda
pemberian pinjaman yvang digelongkan kualitas lancar, dicatat sebagai
penyisihan piutang tidak tertagih — piutang denda pemberian pinjaman
yvang niertipakan kontra akun dari piutang denda pemberian pinjaman.

3. Estimasi penyisihan piutang pendapatan biaya lainnya pemberian
pinjaman tidak tertagih sebagai berikut:

a. Estimasi nilai penyisihan piutang pendapatan biaya lainnya pemberian
pinjaman tidak tertagih terhadap nilai piutang yang digolongkan
kualitas lancar tidalk relevan sehubungan dengan karakteristik piutang
pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman yang diakui pada saat
jatul tempo.

b. Estimasi nilai penyisilhian piutang pendapatan biaya lainnya pemberian
pinjaman tidak tertagih terhadap nilai piutang yang digolongkan
kualitasnya kurang lancar, dicatat sebagai penyisihan piutang tidak
tertagih — piutang biaya lainnya pemberian pinjaman yang merupakan
kontra akun dari piutang biaya lainnya pemberian pinjaman atas
bagian piutang biaya lainnya pemberian pinjaman kualitas kurang
lancar yang telah jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan pada

tariggal Necara periode semesteran dan/atau taliunan.
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c. Bstimasi nilai penyisihan piutang pendapatan biaya lainnya pemberian
pinjaman tidak tertagih terhadap mnilai piutang yang digolongkan
kualitasnya diragukan, dicatat sebagai penyisihan piutang tidak
tertagih — piutang biaya lainnya pemberian pinjaman yang merupakan
kontra akun dari piutang biaya lainnya pemberian pinjaman atas
bagian piutang biaya lainnya pemberian pinjaman kualitas diragukan
yang telah jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan
36 (tiga puluh enam) bulan pada tanggal Necara periode semesteran
dan/atau tahunan.

d. Estimiasi nilai penyisihan piutang pendapatan lainnya pemberian
pinjaman tidak tertagih terhadap nilai piutang yang digolongkan
kualitasnya macet, dicatat sebagai penyisihan piutang tidak tertagih -
piutang lainnya pemberian pinjamian yang merupakan kontra akun dari
piutang biaya lainnya pemberian pinjaman atas bagian piutang biaya
lainnya pemberian pinjaman kualitas diragukan yang telah jatuh tempe
lebihh dari 36 (tiga puluh enam) biilan pada tanggal Necara periode

semesteran dan/atan tahunai.

[II.E.6. Beban Penyisihan Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman Tidak
Tertagih

a. Dalam hal nilai outstanding penyisihan piutang tidak tertagih - piutang
bunga pemberian pinjaman dan/atau penyisihan piutang tidak tertagih -
piutang denda pemberian pinjaman sebagaimana butir III.E.5.c. lebih kecil
dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya
tahun berjalan, selisih tersebut dicatat dan disajikan sebagai penambahan
beban penyisihan piutang pemberian pinjaman pada pos beban operasional
di LO.

b. Sebaliknya, dalam hal nilai outstanding penyisihan piutang tidak tertagih -
piutang bunga pemberian pinjamian dan/atau penyisihan piutang tidak
tertagih — piutang denda pemberian pinjaman sebagaimana butir [II.E.S.c:
lebih besar dari hasil estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak
tertagihnya tahun berjalan, selisih tersebut dicatat dan disajikan sebagai
pengurang beban penyisihan piutang pemberian pinjaman pada pos beban
operasional di LO.

c. Selanjutnya, nilai outstanding beban penyisihan piutang pemberian
pinjaman dapat disajikan secara negatif pada poes beban operasional di LO

sehubungan dengan secara jumlah Kkeseluruhan mnilai outstanding
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penyisihan piutang tidak tertagih piutang bunga pemberian pinjaman
dan/atan nilai outstanding penyisihan piutang tidak tertagih — piutang
denda pemberian pinjaman lebih besar dari hasil estimasi perhitungan nilai
penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan.

d. Nilai penyisihan piutang pemberian pinjaman ftidak tertagih di Neraca
sebagaimana butir [I.E.5.c. dan mnilai beban penyisihan piutang tidak
tertagih di LO diungkapkan secara memadai pada CaLK dengan
memperhatikan tiap golongan kualitas piutang pemberian pinjaman dan

perubahan kenaikan dan penurunan nilainya.

[ILE.7. Penghapusan Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman

Pengurangan nilai outstanding piutang non pokok pemberian pinjaman
atas transaksi penghapusan piutang bunga pemberian pinjaman; pendapatan
denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman diakui pada
saat tanggal efektif penghapusan, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai
dengan dokumen atau perjanjian yang sah sebagai dasar penghapusan piutang
non pokok pemberian pinjaman.

Nilai penghapusan piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan
denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman, disajikan
sebagai berikut:

1. Mengurangi nilai outstanding piutang bunga pemberian pinjaman,
pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian
pinjaman pada pos piutang kelompok aset lancar di Neraca.

2. Mengurangi nilai outstanding penyisihan piutang non pokok pemberian
pinjaman tidak tertagih sebagai kontra akun nilai piutang bunga
pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya
lainnya pemberian pinjaman yang dihapuskan.

3. Mermncatat beban penghapusan piutang pemberian pinjaman pada pos
kegiatan non-operasional lainnya di LO dalam hal nilai outstanding
penyisihan piutang non pekok pemberian pinjaman tidak tertagih lebih
kecil dari nilai piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda,
dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjanian yang dihapuskan.

Dalam hal piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda,
dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman telah dihapuskan,
namun kemudian terdapat penerimaan kas di rekening kas negara
berdasarkan setelmen penerimaan kas pemberian pinjaman yang merujuk

kepada piutang bunga pemberian pinjaman, pendapatan denda, dan/atau
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pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman telah dihapuskan, maka atas
tranisaksi tersebut disajikan sebagai pendapatan PNBP lainnya di LRA dan
sehagai pendapatan PNBP Lainnya pada poes kegiatan non-operasional lainnya
di LO.

[II.E.8. Piutang Berjalan Non Pokok Pemberian Pinjaman

a, Piutang berjalan non pokok pemberian pinjaman meripakan perhitungan
periode berjalan bunga yang belum jatih tempo pelunasan yang menjadi
hak BA BUN 999.04 pada tahun anggaran berjalan.

b. Bunga berjalan timbul dan diakui pada tanggal Neraca tahunan untuk
perhitungan periode berjalan bunga pemberian pinjaman yang belum jatuh
tempo pelunasan, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan
perhitungan hak atas bunga periode berjalan pemberian pinjaman yang
belum jatuh tempo pelunasan pada tanggal Neraca talwanan.

c. Nilai piutang bunga periode berjalan disajikan pada pos piutang kelompok
aset lancar di Neraca, serta pengakuan untuk penyajian pendapatan bunga
periode berjalan di pendapatan PNBP Lainnya pada pos kegiatan
operasional di LO. Nilai piutang bunga periode berjalan tidak dilakukan
analisis kualitas piutang, sehingga tidak ada penyajian kontra akun nilai
penyisihian piutang tidak tertagihnya di Neraca.

d. Selanjutnya, pada awal tahun periode pelaporan berikutnya nilai piutang
bunga periode berjalan tersebut dilakukan penyesuaian nilai melalui jurnal
balik terhadap nilai pendapatan burnga periode berjalannya.

e. Dalam hal piutang bunga serta pendapatan bunga periode berjalan
menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah
dengan menggunakan kurs tengah Bl pada tanggal Neraca pelaporan
tahunan. Dalam melakukan penyesuaian melalui jurnal balik pada awal
tahun periode pelaporan berikutnya juga menggunakan kurs yang saina,

sehingga tidak ada perhitungan dan penyajian selisih kurs.

www.peraturan.go.id



2017, No.1704 54

BAB 1V
JURNAL STANDAR
TRANSAKS] PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

IV.A. FUNGSI JURNAL STANDAR TRANSAKS]I PENGELOLAAN PEMBERIAN
PINJAMAN

Jurnal standar adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang
tersusun secara sistematis yang menggunakan Kklasifikasi kelompok akun
dalam Bagan Akun Standar (BAS) dalam rangka penyusunan Laporan
Keuangan penierintah. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan
pengelolaan pemberian pinjaman olehh BA BUN 999.04 menggunakan jurnal
standar yang secara detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku
besar akrual dan buku besar kas.

Bukn besar akrual adalah kumpulan akun-akun yang dignnakan untuk
meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal standar berdasarkan
basis akrual. Jurnal standar transaksi BA BUN 999.04 yang diringkas dalam
buku besar akrual dalam rangka menyajikan komponen Laporan Keuangan
berupa LO, LPE, dan Neraca. Buku besar kas adalah kumpulan akun-akun
yang digunakan untuk nieringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal
standar berdasarkan basis kas. Jurnal standar transaksi BA BUN 999.04 yang
diringkas dalam buku besar kas dalam rangka menyajikan komponen Laporan
Keuangan berupa LRA.

[V.B. JURNAL ANGGARAN

Estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, estimasi pendapatan
atas pemberian pinjaman yang dialokasikan, dan allotment pengeluaran
pembiayaan, dilakukan penjurnalan secara single entry berdasarkan DIPA BA
BUN 999.04 yang disusun berdasarkan anggaran basis kas, sebagai berikut:

1. Estimasi penerimaan pembiayaan:

Buki Besar Akrial LE Bukl Besar Kas LK
Debet: - - -
Kredit: 7 LEXXX Estimasi Penerimaan LRA
Pembiayaan yang
Dialokasikan —
Pengembalian Pinjaman

2. Alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan:

Buku Besar Akrual LK Buku Besar Kas LK
Debet: T25XXX  Allotment Pengeluaran LRA
Pembiayaan —

Pemberian Pinjaman
Kredit. - = =
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3. Allotment pendapatan bunga, denda dan biaya lainnya terkait pemberian

2017, No.1704

pinjaman:
Bukn Besar Akrual LK Bukn Besar Kas LE

Debét. = = =

Kredit: A2XXXX Allotment LRA
Penclapatan
Bunga/Denda/Biaya
Laififiya Pemberian
Pinjaman

[V.C. JURNAL PIUTANG POKOK PEMBERIAN PINJAMAN DAN REALISASI
ANGGARAN PEMBERIAN PINJAMAN
V.C.1. Jurnal Piutang Pemberian Pinjaman Melalui Tata Cara Rekening
Khusus

IV.C.1.a. Resume Tagihan Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman
Pada saat adanya resume tagihan atas pengeluaran pembiayaan

pemberian pinjaman yang ditandai dengan dokumen SPP/SPM pemberian

pinjaman, jurnal yang dignnakan untuk mencatat transaksi tersebut sekaligus

pengakuan piutang pemberian pinjaman yang diposting ke dalam Buku Besar

Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual LK Buku Besar Kas LK
Debet: 1531XX Piutang.Jangka Panjang NRC | Debet: - =
. Pemberian Pinjaman .
Debet: 1541XX Piutang Jangka Panjang NRC
Kredit Pemmerintali

Kredit; 212XXX Pengelnaran NRC | Kredit: - ' - -

Pembiavaan yang

Masih Harus Dibayar

IV.C.1.h. Realisasi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman
Melalui Rekening Khusus

UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman mencatat realisasi
pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman setelah meneéerima SP2D yang
diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Jorpal untuk mencatat
transaksi realisasi pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman berdasarkan
dokumen sumber SPM/SP2D Pembérian Pinjaman menggunakan akun untuk
Buku Besar Akiual dan akun untuk Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku BesarAkrual LE Buku Besar Kas LE
Debet: 212XXX  Pengeluaran NRC | Debet: 725XXX  Pengeluaran LRA
Pembisyaarn vang Pembiayaan-
Masilt Harus Dibayar Pemberian Pinjaman
Kredity 313111 Ditagihkan ke LPE | Kredity 313111 Ditagihkan ke LPE
Entitas Lain Entitas Lain
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IV.C.2. Jurnal Piutang Pokok Peniberian Pinjaman Melalui Tata Cara

Pembiayaan Pendahuluan, Pembiayaan Langsung, atau L/C

[V.C.2.a. Resume Tagihan Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman

Pada saat

adanya resume tagihan atas pengeluaran pembiayaan

pemberian pinjaman yang ditandai dengan dekumen SPP APD olelh KPA BUN
Pengelolaan Pemberian Pinjaman dan APD/WA yang diterbitkan oleh KPPN

Khusus Pinjaman dan Hibah, jurnal vang digunakan untuk mencatat transaksi

tersebut sekaligus pengakuan piutang pemberian pinjaman yang diposting ke
dalam Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Pembiayaan yang
Masih Harus Dibayar

Buku Besar Akrual LK Buku Besar Kas LK
Debet: 1531XX Piutang Jangka Panjang NRC | Debet: - -
Pemberian Pirjaman
‘Debet: 1541XX Piutang Jangka Panjang NRC
Kredit Pemerintaly
Kredit: 212XXX Pengeluaran NRC | Kredit: -

IV.C.2.b. Realisasi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman

Melalui Tata Cara Pembiayaan Pendahuluan, Pembiayaan Langsung,

atau L/C

Atas APD/WA vang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah,

pihak pemberi pinjaman (kreditur) akan menerbitkan dokumen NoD sebagai

konfirmasi bahwa dana telah ditransfer kepada pihak debitur. Jurnal yang

terbentuk pada saat KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerima dan

membukukan dokumen NoD tersebut pada sistem aplikasi terintegrasi tidak

mempengaruhi pencatatan dan penyajian pada UAKPA BUN Pengelolaan

Pemberian Pinjamar.

Atas NoD yang telah diterbitkan oleh pihak pemberi pinjaman (kreditur),
maka KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah akan meénerbitkan SP3 untuk

pengesahan transaksi pemberian pinjaman kepada -debitar.

UAKPA BUN

Pengelolaan Pemberian Pinjaman mencatat realisasi pembiayaan pemberian

pinjaman berdasarkan dokumen sumber SP3 dengan mengguinakan akun

untuk Buku Besar Akrual dan akun untuk Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku BesarAkrual LE Buku Besar Kas LE
Debet: 212XXX  Pengeluaran NREC | Debet: T2AGXXX  Pengeluaran LRA
Pembiayaan vang Pembiayaan-
Masily Harus Dibayar Pemberian Pinjaman
Kredit;, 313111 Ditagihkan ke LPE Kredit; 313111 Ditagihkan ke LPE
Entitag Lain Entitas Lain

[V.C.3. Jurnal Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Jatuh Tempo

Jurnal piutang pokok pemberian pinjaman jatuh tempo sesuai dengan

invoice penagihan piutang untuk diposting ke dalam Buku Besar Akrual

sebhagai berikut:
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Buku Besar Akrual LK | Buku Besar Kas LK |
Debet:  1155XX Bagian Lancar Piutang NRC | Debet; - =
Pemberian Pinjaman
Kredit: 15381XX Fintang Jangka NRC | Kredit: - - =
Panjang Pemberian
Pinjarman
Debet:  1159XX  Bagian Lanocar Piutang NRC | Debet:
Kredit Pemerintal
Krecit:  1541XX Piutang Jangka NRC, | Kredit:
Panjang Kredit
Pemerintal
[V.C.4. Jurnal Pelunasan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Secara Kas

dan/atau Pengesahan

Jurnal pelunasan piutang pokok pemberian pinjaman yang diterima

secara kas danj/atau pengesahan sesuai dengan dokumen setelmen kas

pemberian pinjaman dan/atau SPM/SP2D  potongan pengesahan untuk

diposting ke dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual LE Buki Besar Kas LE
Debet: 313121 Diterima dari Entitas LPE | Debet: 313121 Diterima dari Bntitas LPE
Lain Lain
Kredit: 1155XX Bagian Lancar NRC | Kredit: 715XXX Penerimaan LRA
Piutang Pemberian Cicilan
Pinjaman Pengembalian
Pemberian
Pinjaman
Kredit:  1159XX Bagian Lancar NRC | Kredit: 715XXX Penerimaan LRA
Piutang Kredit Cicilan
Pemerintall Pengembalian
Pemberiafi
Pinjaman
V.C.5.

Jatuh Tempo 12 (Dua Belas) Bulan dari Tanggal Neraca

Jurnal Reklasifikasi Piutang Pokok Pemberian Pinjaman yang Akan

Jurnal reklasifikasi terhadap piutang pokok pemberian pinjaman yang

akan jatuh tempo dengan memperhatikan kualitas umur piatang pokok

pemberian pinjaman, untuk dipesting ke dalam Buku Besar Akrual sebagai

berikut:
Buku BesarAkrual LE Buku Besar Eas LK
Debet: 1155XX  Bagian Lanear Piutang NRC | Debet: = -
Pemberian Pinjaman
Kredit: 153LXX Pintang Jangka NRE | Kredit: -
Panjang Pemberian
Pinjaman
Debet: 1159XX  Bagian Lancar Piutang NRC | Debet: =
Kredit Pemerintali
Kredit; 1541XX Piutang Jangka NRC | Kredit: -
Panjang Kredit
Pemerintal
IV.C.6.

Jurnal penyesuaian menggunakan

Memo Penyesuaian

Jurnal Penyisihan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman Tidak Tertagih

terhadap

pencatatan hasil estimasi penyisihan piutang pokok pemberian pinjaman tidak

tertagih, untuk diposting ke dalam Buku Besar Akrual, sebagai berikut:
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1. Dalam hal nilai outstanding Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang

Pokok Pemberian Pinjaman lebih kecil dari hasil estimasi perhitungan nilai

penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan:
Buku Besar Akrual LK

Buku Besar Kas. LK |

Debet:

594XXX

Beban Penyisihan Piutang LO
Tidak Tertagih

Debet:

Kredit:

Kreelit:

116XXX

156XXX

Penyisihan Piutang NRC
Tidak Tertagih ~Bagian

Lancar Piiitang

Pemberian Piijaman
Penyisihan Piutang NRC
Tidak Tertagih —

Piutang Jangka

Panjang Pemberian

Finjaman

Kredit:

2. Dalam hal nilai outstanding Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang

Pokok Pemberian Pinjaman lebih besar dari hasil estimasi perhitungan nilai

penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan:

Buku Besar Akrual LK

Buku Besar Kas LK

Debet:

Debet:

116XXX

166XXX

Penyisihan Pittang Tidak NR
Tertagih —Bagian Lancar

Piutang Pemberian

Pinjaman

Penyisihan Pititang Tidak NRC
Tertagili — Piutang Jangka
Panjang Permnberian

Pinjamar

Debet:

Kredit:

5934XXX

Beban Penyisihan 1O
Piutang Tidak Tertagily

Kredit:

[V.C.7. Jurnal Penghapuisan Piutang Pokok Pemberian Pinjaman

Jurnal penyesnaian menggunakan Memo

Penyesuaian

terhadap

pencatatan penghapusan piutang pokek pemberian pinjaman untuk dipesting

ke dalam Buku Besar Akrual sebagai berikut:

1. Dalam hal nilai outstanding Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang

Jangka Panjang Pemberian Pinjaman dan/atau mnilai

outstanding

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Pemberian Pinjaman

vang akan dihapuskan sama dengan nilai outstanding Baglan Lancar

Piutang Pemberian Pinjaman yang akan dihapuskan:

Buku Besar Akrual LK Buku Besar Kas LK
Debet: 116XXX  Penyisihan Piutang Tidak NRC | Debet: -
Tertagih -Bagian Lancar
. N Pintang Pemberian Pinjamarn . )
Kredi 1155%XX Bagian Lancar Piutang NRC | Kredit: =
Pemberian Pinjaman
Kredit: 1159XX Bagian Lansar Piutang NRC
Kredlit Pemerintah
Debet: 156XXX  Penyisihan Piutang Tidak NRC | Debet: -
Tertagih - Piutang Jangka
. . Panjang Pemberian Pinjaman R
Krediz: 1531XX Piutang Jangka Panjang NRC | Kreditn =
Pemberian Pinjaman
Kredit: 154 1XX Prutang Jangka Panjang NRC
Kredit Pemerintah
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2. Dalam hal nilai outstanding Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang

Jangka Panjang Pemberian Pinjaman dan/atau

nilai outstanding

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Pemberian Pinjaman

yang akan dihapuskan lebih kecil dari nilai outstanding Bagian Lancar

Piutang Pemberian Pinjaman yang akan dihaposkan, selisihnya untuk

penghapus nilai pintang dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak

tertagih:

Buku Besan Akrial

LK

Bukn Besar Kas LK

Debet:

Kredit:

Kreelit:

116XXX

1165XX

1159XX

Penyisihan Pintang Tidak
Tertagih -Bagian Lancar
Phutang Pemberian
Pinjaman
Bagian Lancar Piutang
Pemberian Pinjaman
Bagian Lancar Pittang
Kredit Pemerintah

NRC

Debet:

Kredit:

Debet:

Kredit;

Kreclit:

59XXXX

1155XX

11659XX

Beban Penghapusan
Piutang Pembertan
Pinjaman
Bagian Lancar Fitutang
Petmberian Pinjaman
Bagian Lancar Piutang
Kredit Pemerintah

T Debety

Kreclity

Debet:

Kreelit:

Kredit;

156XXX

1631XX

154 1XX

Penyisthan Piutang Tidak
Tertagih — Piutang Jangka
Panjang Pemberian
Pinjarnan )
Piutang Jangka Panjang
Pemberian Pinjaman
Piutang Jangka Panjang
Kredit Pemerintsh

NRC

Debet:

Kreclit:

Débet:

Kreelit:

Kredit:

BIXXXKX

1531XX

1531XX

Beban Penghapusan
Fiutang Peniberian
Pinjaman
Piutang Jangka Panjang
Penerusan Pinjaman
Piutang Jangka Panjang
Kredit Pemerintah

L@

NRC

NRC

Debet:

Kredit:

[V.C.8.

Jurnal Penerimaan Kas atas Piutang Pokok Pemberian Pinjaman yang
Telah Dihapuskan

Jurnal penerimaan kas berdasarkan setelmen penerimaan kas atas

piutang pemberian pinjaman BA BUN 999.03 untuk diposting menggunakan
Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual LK Buku Besar Kas LK
Debet: 313121  Diterima dari Batitas LPE | Debet. 313121 Diterima dari Entitas LPE
Lain. Lain
Krediti  423XXX Penerimaan LO | Kredit: 423XXX Penerimaan LRA
Lainnya dari Lainnya dari
Piutang Pemberian Piutang Pemberian
Pinjaman Pifjaman
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V.D. JURNAL PIUTANG POKOK TRANSAKSI
PROGRAM

ASET LAINNYA KREDIT

IV.D.1. Jurnal Pelunasan Piutang Pokok Transaksi Aset Lainnya Kredit
Program yang Teridentifikasi Surat Pengakuan Hutang-nya
Jurnal pehinasan piutang pokek pemberian pinjaman yang diterima
secara kas danjfatau pengesahan sesuai dengan dokumen setelmen kas dan
teridentifikasi Surat Pengakuan Hutang-nya, tintuk diposting ke dalam Buku
Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku BesarAkrual LK Buku Besar Kas LK
Debet: 313121 Diterima dari Entitas LFE | Debet: 313121 Diterima dari Entitas CPE:
Lain _Lain
Krediz: 153117 Aset Lamnya Kredit  NRC | Kredit: 7 15XXX Penerimaan Cicilan LRA
Program Pengembalian
Pemberian Pinjaman

[V.D.2. Jurnal Pelunasan Piutang Pokok Transaksi Aset Lainnya Kredit
FProgram yang Tidak Teridentifikasi Surat Pengakuan Hutang-nya
V.D.2.a. Jurmal Setelmen Kas
Jurnal setelmen kas atas penerimaan kempali transaksi aset lainnya
kredit program yang tidak teridentifikasi Surat Pengakuan Hutang-nya, untuk
diposting ke dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku BesarAkrual LK Bukno Besar Kas LE
Debet: 313121  Diterima dari Entitas LPE | Debet: 313121  Diterima dari Entitas LPE
. . Lain,__ . .. . . _Lain .
Krediz: 153117 Aset Lainnya NRC | Kredit:  715XXX Penerimaan Cieilan  LRA
Kredit Prograim Fengembalian
Pemberian
Finjaman

IV.D.2.b. Jurnal Penyesuaian Pengakuan Pendapatan Transaksi Aset Lainnya
Kredit Program yang Tidak Teridentifikasi Surat Pengakuan Hutang-
nya

Jurnal penyesuaian untuk mencatat pengakuan pendapatan secara kas
transaksi penerimaan kembali aset lainnya kredit program yang tidak
teridentifikasi Surat Pengakuan Hutang-nya, untuk diposting ke dalam Buku

Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besmo Akrual LK Buku Besar Kas LK
Debet: 153117 Aset Lainnva Kredit NRC | Debet: 715XXX  Penerimaan Cicilan LRA
Program Pengembalian
Pemberian Pinjaman

Kredit; 428XXX ~ Penerimaan LO
Lainnya clari
Piutang Pemberian

Pinjfaman

Kredit: 423XXX

Penerimaan LRA
Lainnya dari

Piutang Pemberian
Pinjaman

www.peraturan.go.id



61 2017, No.1704

[V.D.3. Jurnal Penyisihan Pititang Pokok Transaksi Aset Lainnya Kredit
Program

Jurnal penyesuaian menggunakan Memo Penyesuaian terhadap

pencatatan hasil estimasi penyisihan piutang pokok transaksi aset lainnya

kredit program tidak tertagih, untuk diposting ke dalam Buku Besar Akrual,
sebagai berikut:

1. Dalam hal nilai outstanding Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang
Pokok Aset Lainnya Kredit Program lebili kecil dari hasil estimasi
perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya talian berjalan:

Buku Besar Akryal LK Buku Besar Kas LK

Debet: 594XXX  Beban Penyisihan LO | Debet: - -
Piutang Tidak Tertagih

Krediti  1569XX Penvisihan Piutang NRC | Kredit: -
Tidak Tertagih —

Piutang Jangka

Panjang Lainnya

2. Dalam hal nilai outstanding Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang

Pokok Aset Lainnya Kredit Program lebih besar dari hasil estimasi
perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun berjalan:

Bkt Besar AKrual LK Buku Besar Kas LK |
Debet:  1569XX  Penyisihan Piutang NRC | Debet: - -
Ticlak Tertagih — Piutang
Jangka Panjang Lainnya
Kredit: 594XXX Beban Penyisihan LO Kredit -
Piutang Tidak
Tertagih

IV.E. JURNAL FIUTANG NON POKOK PEMBERIAN PINJAMAN DAN
PENDAPATAN PEMBERIAN PINJAMAN

[V.E.1. Jurnal Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman Jatith Tempo

Jurnal piutang non pokok pemberian pinjaman jatuh tempo sesuai
dengan invoice penagihan atas pendapatan bunga pemberian pinjaman,
pendapatan denda, dan/atau pendapatan biaya lainnya pemberian pinjaman

Jatuh tempo, untuk diposting ke dalam Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akial LE Buku Besar Kas LE
Debet: 1155XX Piutang Non Pokok NRC | Debet: - -
Pemberian Pinjaman
{(Bunga, Dendla, Biaya
Lainnyva Pemberian
. . . Pinjaman) R . R N
Kredit: 4283XXX Pendapatan LO | Kredit: = E -
Bitnga/Denda /Biaya
Lainnya Pemberian
Pinjaman

IV.E.2. Jurnal Pelunasan Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman Secara Kas
danj/atau Pengesahan
Jurnal penerimaan kas berdasarkan setelmen penerimaan kas atas

piutang pemberian pinjaman terhadap identifikasi pendapatan burga, denda,
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dan/atau pendapatan biaya lainmya pemberian pinjaman dan/atau
berdasarkan SPM/SP2D pengesahan pendapatan pemberian pinjaman, untuk
diposting menggunakan Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai
berikut:

Buku Besar Akrual LK Buku Besar Kas LK
Debet: 315121 Diterima dari Entitas ~ LPE | Debet: 313121  Diterima dari LPE
Lain Entitas Laii
Kredit; 423XXX Pendapatan LO Kredit:  423XXX Pendapatam LRA
Bunga/Denda/Bia Bunga/Denda/Bi
ya Lainnya aya Lainnya
Pemberjan Pernberian
Pinjaman Pinjaman
Debet:  423XXX Fendapatan L
Bunga/Denda/Biaya
lLainnya Pemberian
. . . . Finjaman .
Kredit:  1155XX Piutang Non NRC
TFokok Pemberian
Pinjaman (Bunga:
Denda, Biaya
Lainnya
Pemberian
Pinjaman)

[V.E.38. Jurnal Penyisihan Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman Tidak
Tertagily
Jurnal penyesuaian menggunakan Memo Penyesuaian terhadap
pencatatan hasil estimasi penyisihan piutang non peokok pemberian pinjaman
tidak tertagih yang piutangnya telah jatuh tempo sesuai dengan invoice
penagihan dengan berbagai golongan kualitas piutang, untuk diposting ke
dalam Buku Besar Akrual sebagai berikut:

1. Dalam hal nilai outstanding Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang
Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman lebih kecil dari hasil
estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya tahun
berjalan:

Buku Besar Alryal LK Buku Besar Kas LI
Debet:  594XXX Beban Penyisihan LO | Debet: - =
Piutang Tidak Tertagih
Kredit:  1162XX Penyisihan Piutang NRC | Kredit: - - -
Ticlak Tertagili =
Pintang
Bunga/Denda/Biaya
Lainnya Pemberian
Pinjaman

2. Dalam hal nilai outstanding Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang

Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman lebih besar dari hasil
estimasi perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagihnya taliun

berjalan:
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Buku Besar Akrual LK Bukil Besar Kas LK
Debet: 1162XX Penyisihan Piutang NRC' | Debet: - 2
Tidak Tertagih — Pintang
Bunga/Denda/Biaya
Lairmya Pemberian
Pinjarman
Krediti  594XXX Beban Penyisihan LO | Kredit: - - -
Piutang Tidak
Tertagih

IV.E.4. Jurnal Penghapusan Piutang Non Pokok Pemberian Pinjaman
Jurnal penyesuaian menggunakan Memo Penyesuaian terhadap
pencatatan penghapusan piutang non pokok pemberian pinjaman untuk
diposting ke dalam Buku Besar Akrual sebagai berikut:
1. Dalam hal nilai outstanding Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang
Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman yang akan dihapuskan
sama dengan miilai outstanding masing-masing Piutang

Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman yang akan dihapuskan:

Buki Besar AKrual LK Buku Besar Kas LK
Debet: 1162XX  Penyisihan Piutang Tidak NRC | Debet: -
Tertagih — Piutang
Bunga/Denda/Biaya
Lainnva Pemberiat
Pinjaman
Kredit: 1155XX Pilutang NRC | Kredit:
Bunga/Denda/Biaya
Lainniya Pemberian
Pinjaman

2. Dalam hal nilai outstanding Penyisihan Piuitang Tidak Tertagih - Piutang

Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian Pinjaman yang akan dihapuskan
lebil kecil dari nilai outstanding masing-masing Piutang
Bunga/Denda/Biaya Lainnya Peniberian Pinjaman yang akan dihapuskan,
selisihnya untuk penghapus mnilai piatang dicatat sebagai beban

penghapusan piutang pemberian pinjaman:

Guku Besar Akrual LK Buku Besar Kas LK
Debet: 1162XX Penyisihan Piutang Tidak NRC | Debet: =
Tertagih — Piutang
Bunga/Denda/Biaya Lain
Pemberian Pinjaman
Kredit; 1155XX Piutang ) NRC | Kredit: -
Bunga/Denda/Biaya
Lainnya Pemberian
Pinjaman
Debet: B59XXXX Beban Penghapusan Piutang  LO
Pemberian Pinjamarn
Kredit; 1I55XX Piutang NRC
Buiiga/ Denda/Biaya
Lain Pemberian
Pinjamari

IV.E.5. Jurnal Piutang Berjalan Non Pokok Pemiberian Pinjamar

Jurnal penyesuaian menggunakan Memo Penyesudian terhadap
pencatatan piutang berjalan non pokok pemberian pinjaman untuk dipesting
ke dalam Buku Besar Akrual sebagai berikut:
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Buku Besar Akrual LK Buku Besar Kas LK |

Debet:  1155XX Piutang Non Fokok NRC | Debet. = =
Pemberian Pinjaman

(Bunga Pemberian
Pinjaman) |
Kredit; 4283XX Pendapatan Bunga LO | Eredit: - - -
Pemberian Pinjaman

Pada awal periode pelaporan berikutnya dilakukan jurnal balik untuk
mencatat piutang non pokok dan pendapatan definitif pada saat jatuh tempo

sesuai invoice penagihan piutang.

IV.F. JURNAL PENYESUATAN UNTUK HASIL IDENTIFIKASI NILAI SELISTH
KURS BELUM TEREALISAS]I ATAS TRANSAKSI FIUTANG POKOK DAN
PIUTANG NON POKOK PEMBERIAN PINJAMAN YANG MENGGUNAKAN
MATA TANG ASING

Dalam hal piutang pokok dan piutang non pokok pemberian pinjaman
menggunakan mata uang asing, penyajian nilai outstanding piutang pekok
pemberian pinjaman dan piutang non pokok (piutang bunga/denda/biaya lain-
lain pemberian pinjaman) pada Neraca pada akhir periode Laporan Keuangan,
dimungkinkan untuk terjadi selisih perhitungan nilai kurs yang berdampak
pada pengakuan pendapatan atau beban selisih kurs yang belum terealisasi,
serta pengaruh terhadap kenaikan/penurunan nilai outstanding piutangnya.

Jurnal untuk Buku Besar Akrual, sebagai berikut:

1. Jurnal atas hasil identifikasi nilai selisih kurs belum terealisasi yang
mengakibatkan kenaikan nilai outstanding piutang pokok dan/atau
piutang non pokok dalam penjabaran rupiah, untuk diposting pada Buku
Besar Akrual:

a. Jurnal penyesuaian penambahan nilai outstanding piutang pokok
dan/atau piutang non pokok pemberian pinjaman dalam penjabaran

rupiah atas revaluasi mata uang asing secara otomasi sistemn:

Buku Besar Akrual LK Bukn Besan Kas LK
Debet: 1155XX  Bagian Lancar Plutang NRC
Pemberian Pinjaman
Debet:  1159XX  Bagian Lancar Piutang NRC
Kredit Pemerintah
Debet: 1I5XXX  Piutang Lainnya NRC

Pemberian Pinjaman
(Bunga. Denda. Biaya
Lainnya)

Debet:  1531XX Piutang Jangka Panjang NRCG
Pemberian Pinjaman

Debet: 1541XX  Piutang Jangka Panjang NRC
Kredit Pemerintah

Kredit:. 311711 Selisih Kurs LPE
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b. Jurnal penyesuaian atas hasil identifikasi nilai selisih kurs belum
terealisasi yang diakui sebagai keuntungan selisih kurs belum

terealisasi pada periede pelaporan keuangan:

Buku Besar Akrual LK Buku Besar Kas LK
Debet: 311711 Selisih Kurs LPE
Kredit] 491XXX Pendapatan Selish ]

Kurs yang Belum
Terealisasi - LO

2. Jurnal atas hasil identifikasi nilai selisih kurs Dbelum terealisasi yang
mengakibatkan penurunan nilai oufstanding piutang pokok dan/atau
piutang non pokok dalam penjabaran rupiah, untuk diposting pada Buku
Besar Akrual:

a. Jurnal penyesuaian penurunan nilai outstanding piutang pekok
dan/atau piutang non pokok pemberian pinjaman dalam penjabaran

rupiah atas revaluasi mata uang asing secara otomasi sistem:

Bruiku Besar Akriial LK Bkl Besar Kas LK
Debet: 311711 Selisih Kurs LPE
Krediz 1155XX Bagian Lancar Piutang NRC
Pemberian Pinjaman
Kredit:  1159XX Bagian Lancar Piutang NRC
Kredit Pemerirital
Kredit: 115XXX Plutang Lainnya NRC

Pemberian Pinjaman
(Bunga. Denda. Biaya

Lainnya)

Kredit: 153 1XX Piutang Jangka Panjang NRC
Pemberian Finjaman

Kredit: 1541XX Piutang Jangka Panjang NRC

Kredit Pemerintah
h. Jurnal penyesuaian atas hasil identifikasi nilai selisilh kurs belum

terealisasi yang diakui sebagai behan selisih kurs belum terealisasi:

Buku Besar Akpual LK Buku Besar Kas LK

Debet: 59XXXX  Beban Selisih Kurs yang LO
Belum Terealisasi — LO

Kredity 311711 " Selisih Kurs LPE

V.G. JURNAL PENUTUP
Jurnal penutup dilakukan pada saat penyusunan Laporan Keuangan
pada akhir periode pelaporan keuangan. Jurnal penutup yang digunakan
diposting untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:
1. Jurnal penutup pendapatan:
a. Bukn Besar Akrual untuk mencatat penutupan pendapatan-LO ke
surplus/defisit LO

Bukn Besar Akrnal LK Buku Besar Kas LK

Dehet: 428XXX  Pendapatan LO

Bunga/Denda/Biaya.

Lainnya Pemberian

Pinjaman
Debet: 423XXX Pendapatan Laitnya — LO

pemberian pinjaman
Debet:  491XXX Pentlapatan Selish Kurs LO

yang Belum Terealisasi - LO
Kredit: 391112 Surplus/ Defisit-LO LPE
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b. Buku Besar Kas
Tidak ada jurnal penutup pendapatan — LRA (pendapatan bunga,
denda, hiaya lainnya) yang ferbentuk dalam Buku Besar Kas pada
UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman, sehubungan dengan
yang melaksanakan jurnal penutnp pendapatan LRA secara sistem
aplikasi integrasi adalah Kuasa BUN.

2. Jurnal penutup beban/belanja:

a. Bukn Besar Akrual wuntuk mencatat penutupan beban ke

surplus/defisit - LO:

Buku Besar Akrual LK Buku Besar Kas LK

Debet: 391112 Surplus/ Defisit-LO LPL
Kredit; 534XXX Beban Penyisihan LO

Piutang Pemberian

Pinjaman
Kredit;, 59XXXX Beban Selisih Kurs yang LG

Beluin Terealisasi — LO.
Kredit: S9XXXX Beban Penghapusan LG

Fiutang Pemberian

Pinjaman

b. Buku Besar Kas
Tidak ada jurnal penutup belanja yang terbentuk dalam Buku Besar
Kas pada UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman, sehubungan
dengan yang melaksanakan jurnal penutup belanja secara sistem
aplikasi terintegrasi adalah Kuasa BUN.
3. Jurnal penutup penerimaan/pengeluaran pembiayaan:
Tidak ada jurnal penutup penerimaan dan pengeluaran pembiayvaan
pemberian pinjaman yang terbentuk dalam Buku Besar Kas pada TAKPA
BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman sehubungan dengan yang
melaksanakan jurnal penutup penerimaan/pengeluaran pembiavaan
secara sistem aplikasi terintegrasi adalah Kuasa BUN.
4. Jurnal penutup surplus/defisit - LO:
a. Buku Besar Akrual Surplus LO untuk ditutup ke ekuitas secara sistem

aplikasi terintegrasi:

Buku Besar Akrual LK Buku Besar Kas LK
Debet: 391112 Surplus/Defisit-LO LPE
| Kredit: 391111 Ekuitas LPE

b. Buku Besar Akrual Defisit LO untuk ditutup ke ékuitas secara sistem

aplikasi terintegrasi:

Bukn Begar Akriai LK Buku Besar Kas LK
Debet: 39111LL Ekuitas LPE
Krediti 391112 Surplus/ Defisit-LO LPE
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BAB V
LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

V.A. LAPORAN KEUANGAN BERTUJUAN UMUM

Laporan Kenangan disusun untuk menyediakan informasi yvang relevan
mengenai posisi kenangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas
akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan
Kenangan Pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan
keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya.
Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yvang dimaksudkan
untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

Laporan Kenangan untuk tujuan umum pada BA BUN 999.04
menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Selain penyusunan Laporan Keuangan bertujuan
umum, BA BUN 999.04 dimungkinkan untuk menghasilkan laporan yang
disusun untuk kebutuhan khusus yang bersifat manajerial dan dapat
digunakan sebagai laporan tambahan terhadap penyusunan Laporan

Keuangan pemerintah.

V.B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
SAPPP menghasilkan Laporan Keuangan BA BUN 999.04 yang terdiri atas:

1. LRA;

2. Neraca;
3. LO;

4. LPE;dan
5. Calk.

Laporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman tingkat UAKPA BUN
ditandatangani oleli KPA BA BUN 999.04 sekaligus memberikan penegasan
ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penvajian Laporan
Kenangan Pengelolaan Pemiberian Pinjaman yang dituangkan ke dalam bentuk
“Pernyataan Tanggung Jawab”. Pernyataan tanggung jawalb Laporan Keuangan
tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian Laporan
Kenangan tingkat UAKPA BUN Pengelolaan Peniberian Pinjaman.

Sedangkan pada Laporan Keuangan tingkat UAPBUN Pengelolaan

Pemberian Pinjaman, “Pernyataan Tanggung Jawab” ditandatangani oleh
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Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku UAPBUN Pengelolaan Pemberian
Pinjaman.
s [ormat ilustrasi pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN Pengelolaan

Pemberian Pinjaman dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Direktorat
Jenderal Perbendaharaan selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman yang terdiri atas (a)
Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (¢) Laporan Operasional, (d) Laporan
Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode
Semeéster/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung
jawab kami.

(paragraf penjelasan — untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait
dengan hal yang khusus dalam penytisunan laporan keuangan)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun Dberdasarkan sistem
pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemérintahan,

Tempat, Tanggal
Direktur Sistem Manajemen

Investasi,

Tanda tangan

e Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab tingkat UAPBUN Pengelolaan
Pemberian Pinjaman dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pemyataan Tanggung Jawab

Laporan Keunangan Direktorat Jenderal Ferbendaharaan selaku Unit
Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman
yang terdinl atas (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (¢) Laporan
Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan f(e) Catatan atas Laporan
Keuangan période Semester/Tahun Anggaran XXXX sc¢bagaimana terlampir
mernpakan tanggung jawab kami. B

(paragraf penjelasan — untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait
dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan Keuangan ftersebut telah disusun berdasatkan gistem
pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi keunangan serta layak sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal
Direktur Jenderal Perbendaharaan,

Tanda tangan
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V.C. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhfisar sumber, alokasi, dan
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah, yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu
periode pelaporan. LRA disusun berdasarkan basis kas yaitu adanya
kejadian/transaksi aliran kas masuk untuk keuntungan kas negara dan aliran
kas keluar yang membebani rekening kas negara.

Berikut ilustrasi format LRA dan pos-pos terkait transaksi pemberian

pinjaman:
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0
‘ TA 20X1
. w Realisasi di Yo . y
Uraian AR Anggaran|Realisasi|Atas (bawah)| Real. Th 030
Anggaran | Angg.
PENDAPATAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan B.1. RXXX XXX XXXK | XXXX XXLX
Pajak
JUMLAH PENDAPATAN XXKK RXXX XRXK | XXRX XXXX
BELANJA NEGARA
Belanja ...
JUMLAH BELANJA NEGARA
PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN DALAM
NEGERI
Perbankan Dalam Negeri B.2. XXXXK RRXX XXEX | RXXX RXXK
Non Perbankan Dalam Negeri B.3. XXEX KKK RXXX | XRXX XRXX
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI
Penarikan Pinjaman Luar B.4. XXXX XXXX XXXX | XXXX XXX
Negeri
Pembayaran Cicilan Pokok B.S. XXXX: pooies p:ocodiiliboad RRRK
Utang Luar Negeri
JUMLAH PEMBIAYAAN XXKK oo ed XXXK | XXXX XXXX
V.D. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pos-pos
yang ada pada Neraca terbentuk dari kejadian dan transaksi yang
berhubungan dengan kegiatan pemberian pinjaman yang diakui dan diukur
berdasarkan basis akrual. Iustrasi format Neraca BA BUN Pengelolaan

Pemberian Pinjaman dapat digambarkan sebagai berikut:

www.peraturan.go.id



2017, No.1704 _70-

NERACA
BA BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0

Uraian Catatan Ll

31 Des 20X1 | 31 Des 20X0
ASET
Aset Lancar
Plutang Lancar Pemberian Pinjaman C:l XRKK RRRK
Penyisihan Piutang Lanear Tidak Tertagih ¢ (xxesex | [Booed]
Jumlah Aset Lancar broze:0:4 p:o:¢:0:4
Aset Tetap
Jumlah Aset Tetap poioied RXKK
Plutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman 13 RKXK XXX
Penyisihan Piutsng Jangka Parnjang Tidak Tertagih G4, (e ) (xxxx )
Jumlah Piutang Jangka Panjang XXXX XXXX
Aset Lainnya
Aset Lainnya Pemberian Pinjamarn C.5. XXXX KKKK

5 ot L ¥ £ ,

“’; iaﬁsjg;?fagﬂiﬂ Lainnya Pemberian Pinjaman 6. o | P
Jurmilah Aset Lainnya Pemberian Pirjaman RRXX RXRK
Junilah Aset XXX XHXX
KEWAJIBAN
Kewajiban G.7. XXRX: XHXX
Jumlah Kewajiban XXXK XNXX
Bkuitas C.8. prooe poo o4
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | poood XKKX

V.E. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan komponen atau unsur Laporan
Keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional
keuangan pada entitas pelaporan yang transaksinya tercermin dalam
pendapatann - LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Disamiping
melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan
dari kegiatan non operasienal dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di
luar tugas dan fungsi utama entitas.

HNustrasi format LO terkait transaksi dan kejadian pemberian pinjaman
adalah sebagai berikut:
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LAPORAN OPERASIONAL

BA BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0

2017, No.1704

. - Jumlah
Uraian Catatan 20%1 20%0
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAR D.1 XXKXXK | XXHXKX
Jumlah Pendapatan Operasional ]
BEBAN OPERASIONAL
Behan Penyisihan Piutang Tak Terfagih D2, XXXKX | XKXXX
Beban Lain-laln D.3. KXKXKXK |
Jumlah Beban Operasional XXXXX | XXXXX
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional HRRXX | XXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
Pendapatan Pelepasan Aset Nen Lasicar D.4 XXXXX | XXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar D.5 KHXXX | XXHXX
Jurmilah Surplus/(Detisit) Pelepasan Aget Non Lancar XXKXKK | KXKXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ]
Pendapatan dari Kegiatan Non Qperasional Lainnya D.6 XXXXX | XXXXX |
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D7 KUXKX | XXXXX
Jumlah Surplus/(Detisit) dari Kegiatan Non XHXRXKK | KXKXX
Operasional Lainnya
Jumiah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nen XXXKK | KXHHXK |
Operasional
POS LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa D.8. XXXXX | XXXXX
Beban Luar Biasa D.9, KXXXK | XXXXX |
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa XXXXX | KXXXX
SURPLUS /(DEFISIT) - LO D.10. XXXXX XXXXX

V.I". LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen atau unsur Laporan

Kenangan yang menyajikan paling kurang pos-pos

ekuitas

awal,

surplus /defisit - LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung

menambah/mengurangi ckuitas, transaksi antar-entitas dan ekuitas aklhir.

[lustrasi format LPE BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman adalah sebagai

berikuit:
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0
- Jumlah
URAIAN Catatan 30X1 | 20%0
BKUITAS AWAL Bl XXX | XRRK
SURPLUS/(DEFISIT) LO E.2. RXXZ | XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi B.3. KXKR XXX
Koreksi Lain-lain E.4. KXKK XK
TRANSAKS] ANTAR ENTITAS BE.3. XXXX XXX
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS
EKUITAS AKHIR E6. ploeed XXXX
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V.G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan mnieliputi penjelasan naratif atau rincian
dari angka yang tertera dalam LRA, L.O, LPE dan Neraca. CalK juga miencakup
informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas
pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dilanjutkan untuk
diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-
ungkapan yang diperlukan untik menghasilkan penyajian Laporan Ketiangan
secara wajar, misalnya komitmen-komitmen terkait kegiatan pemberian
pinjaman BA BUN 999.04, kejadian penting setelah tanggal Neraca, atau posisi
piutang pokok miaupun non pokok pemberian pinjamarn.

CaLK BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman mengungkapkan

informasi antara lain:

1. penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada LRA;

2. penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada Neraca;
3. penjelasan angka-angka dan analisis trennya yang disajikan pada LO;

4. penjelasan angka-angka dan analisis tréennya yang disajikan pada LPE;

S. penjelasan atas basis akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan

Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman;

6. jumlah saldo piutang berdasarkan umur piutang;
restrukturisasi piutang (terkait dengan perkembangan penyelesaian
restrukturisasi); dan

8. jumlah tunggakan piutang bérdasarkan peminjam.

Nustrasi format atan struktur CalK entitas akuntansi dan pelaporan
keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan:

A. Penjelasan Umtini
A.1. Dasar Hukum
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
A4 Kebijakan Akuntansi
B. Penjelasan atas Pos-pes Laporan Realisasi Anggaran
B. 1. Pendapatan Negara dan Hibalh
B.2. Belanja Negara
B.3. Pembiayaan
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
C.1. Aset Lancar
C.2. Aset Tetap
C:3. Piutang Jangka Panjang
C:i4. Aset Lainnya

C.3. Kewajiban 'Jang_ka Pendek
C:6. Ekuitas
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D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Opérasional
D.1. Pendapatan Operasional
D.2. Beban Operasional
D.3. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasienal
D4, Surplus /Defisit Pos Luar Biasa
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
E. 1. Surplus/Defisit LO
E.2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan
Mendasar
E.3. Transaksi antar Entitas

F. Pengungkapan Penting Lainnya
F. 1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
F.5. Pengungkapan Lain-lain
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BAB VI
ILUSTRASI TRANSAKSI PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

VLA, ILUSTRASI 1: PEMBERIAN PINJAMAN MELALUI REKENING KHUSUS
KPA BA BUN 999.04 melakukan pengeluaran kas yang membebani

rekening khusus dalam rangka pemberian pinjaman kepada debitur sesuai

dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman sebesar

Rpl10 miliar, dan menambah nilai outstanding piutang pokcok pemberian

pinjaman sebesar Rp10 miliar.

1. Atas transaksi resume tagihan (SPP) pengeluaran pembiayaan untuk
pemberian pinjaman BA BUN 999.04 terjurnal sebagai berikut (dalam
jutaan rupiah):

Buku Besar Akrual
Piutang Jangka Panjang
Pemberian pinjaman

Pengeluaran

Pembiayaan yang Masih
Harus Dibayar

Dl Kr Buku Besar Kas Db Kr
10.000

153 1XX

2L2XXX 10.000

2. Transaksi pengelnaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman kepada
debitur berdasarkan SP2D pengeluaran pembiayaan sebesar Rpl0Q miliar

terjurnal sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Buku Besar Akrual Db Kr Buku Besar Kas Db Kr
212XXX  Pengeluaran 10,000 T25XXX  Pengeluaran 10,000
Peimbiayaan Pembiayaan —
yang Masil Pemberian
Harus Dibayar pinjarman
3L3LLL Ditagihkan ke 10.000 | 31311LL Ditagitikan ke 10.000
Entitas Lain Entitas Lain

3. Laporan Keuangan berupa LRA atas pengeluaran pembiayaan untuk

pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp 10 miliar sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0

(dalam jutaan rupiah)
, N Realisasi di
Uraian Fagu Realisasi () bsival, Bagi
(1) (2) () [4) = 12-3)

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PNEP
BELANJA NEGARA
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan 15.000 10,000* 5.000

Catatan:
sebesar Rp 10 miliar.

4. Tidak ada penyajian atas pengelunaran

pembiayaarn

*Realisasi Pengeluaran pembiayaan atas penarikan piutang pemberian pinjaman

unfuk piutang

pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rp10 miliar di LO:
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LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0

(dalam jutaan rupiah)
URAIAN JUMLAH

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah Pendapatan Operas‘iona_l 0
BEBAN OPERASIONAL

Beban Penyisthan Piutamg Tidak Tertagih 0

Jumlali Beban Operasional 0

Surplus/ (Defisit) clari Regiatan Operasional 0
KEGIATAN NOGN OGFERASIONAL
Surplus/ (Defisit] Pelepasan Aset Non Lancar 0
Surplus/(Defigit) dari Kegiatan Nan Operasional Lainnya Q
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa 0
SURPLUS/(DEFISIT) — LO 0

5. Laporan Keuangan berupa LFE atas peéngeluaran pembiayaan tntuk
pemberian pinjaman kepada debitur sebesar RplO miliar sebagai
penambah nilai outstanding piutang pemberian pinjaman sebesar RplO
miliar sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN JUMLAH
EKUITAS AWAL 0
SURPLUS/{DEFISIT] - LG 0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN. KEBIJA KAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR 0

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi 9]
Koreksi Lain-lain 8}
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) 10.606*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS 10.000;
EKUITAS AKHIR | 10.000

¥ Transaksi pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman sebesar Rp 10 miliar
6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas pengeluaran pembiayaan untuk
pemberian  pinjaman keépada debitur sebesar RplQ miliar sebagai
penambahan nilai outstanding piutang pemberian pinjaman sebesar Rpl0
miliar sebagai herikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X0

(dalam jutaan rupiah)
URAIAN Rp
ASET
| Bagian Lancar Piutang Permnberian pinjaman 0
Penyisihan Pintang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman Q
_ Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 10.000*
_ Penyisihan Phutang - Pitttang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 0
Jumilal Aget 10,000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
| Kewajiban 0
Ekuitas 10.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 10.000

Catatan * Piutarg jangka parijang pemberian pirjaman bertambah sebegar Rp 10 miliar
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VL.B. ILUSTRASI 2: PEMBERIAN PINJAMAN MELALUI PEMBIAYAAN
PENDAHULUAN, PEMBAYARAN LANGSUNG, DAN/ATAU L/C
KPA BA BUN 999.04 melakukan pengesahan pemberian pinjaman yang
ditarik melalui tata cara pembavaran langsung dalam rangka pemberian
pinjaman kepada debitar sesuai dengan SP3 sebesar Rpl0 miliar, dan
menambah nilai outstanding piutang pokok pemberian pinjaman sebesar Rp10
miliar.
1. Atas resume tagihan (APD-PL/WA) yang diterbitkan oleh KPPN Khosos
Pinjaman dan Hibah dan dikirimkan kepada pihak pemberi pinjaman
(kreditur), transaksi pemberian pinjamian terjurnal sebagai berikut (dalam

jutaan rupiali):

Buku BesarAkrual Db Kr Buku Besar Kas Db Kr
153 1XX Pintang Jangka Panjang 10.000
. . _ Pemberian pinjaman
212XXX Pengeluaran 10.000
Pembiayaan yang Masih
Harus Dibayar

2. Atas APD-PL/WA yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah

tersebut, pihak pemberi pinjaman (kreditur) akan menerbitkan dokumen
NoD sebagai konfirmasi bahwa dana felah ditransfer kepada pihak
penerima dana penerusan pinjaman. Jurnal yang terbentuk pada saat
KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerima dan membukukan dokunien
NoD» tersebut pada sistem aplikasi terintegrasi tidak mempengaruhi

pencatatan dan penyajian pada UAKPA BUN 999.04.

3. Atas NoD yang telah diterbitkan oleh pihak pemberi pinjaman (kreditur),
maka KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah akan menerbitkan SP3 untuk
pengesahan transaksi pemberian pinjaman kepada debitur. Penerbitan
dokumen SP3 tersebut akan membentuk jurnal sebagai berikut (dalam

jutaan rupiah):

Buku Besar AKial Db Kr [ Buku Besar Kas Db Kr
212XXXX Pengeluaran 10.000 T2XXXX  Pengeluaran 10.000
Pembayaan Pembiayaan -
yang Masih Pemberian
Harus Dibayar Pinjaman
3L3LLL Ditagilikan ke L0.000 | 313111 Ditagihkan ke 10.000
Entitas Lain Entitas Lain

4. Laporan Keuangan berupa LRA atas pengeluaran pembiayaan untuk
piutang pemberian pinjaman kepada debitur sebesar RplO miliar sebagai
berikut:
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0
(dalam jutaan rupiah)

- R Realizasi i
Uraian Pagu Realisasi (taE) ] Bsyai, Pag

(1) (2] (3) (4] = (2-3)

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

FNBP

| BELANJA NEGARA

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan _

Pengeluaran Pembiayaan | 15000 10.000* | 5.000

Catatan: *Realisasi pengeluaran pembiayaan atas penarikan piutang pemberian
pinjaman sebesar Rp. 10 miliar.

5. Tidak ada penyajian atas pengeluaran pembiayaan untuk piutang
pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rpl0 miliar di LO sebagai
berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0
(dalam jutaan rupiah)

UJRAIAN JUMLAH

KEGIATAN OPERASIONAL

FENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 0

Jumlah Pendapatan Operasional 0
BEBAN OPERASIGNAL

Beban Penyisihian Piutang Tidak Tertagih o]

Jumlah Beban Operasional Q

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional 0
KEGIATAN NON OFPERASIONAL
Surplus/(Defisit) Pelepasarn Aset Non Lancar 0
Surplus/ (Defisit] clari Kegiatan Non Operasional Lainnya Q
Surplus/(Defigit) dari Pos Luar Biasa Q
SURPLUS/(DEFISIT) = LO 0

6. Laporan Keuangan berupa LPE atas pengeluaran pembiayaan untuk
piutang pemberian pinjaman kepada debitur sebesar Rpl10 miliar sebagai
penambah nilai outstanding piutang pemberian pinjaman sebesar
Rp10 miliar sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0
(dalam jutaan rupiah)

DJRAIAN JUMLAH

EKUITAS AWAL i
SUURPLUS/(DEFISIT) - LO 0 |
DAMPAK KUMULATIE PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR 8}

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi 0

Koreksi Lain-lain [0)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) 10.000*
KENAIKAN/(FENURUNAN) EKUITAS 10,000
EKUITAS AKHIR 10.000°

* Trapsaksi pengeluaran pembiayaan pemberian pirjaman sebesar Rp 10 miliar
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7. Laporan Keuangan Dbertipa Neraca atas pengeluaran pembiayaan untuk
piutang pemiberian pinjaman kepada debitur sebesar Rpl0 miliar sebagai
penambahan nilai outstanding piutang pemberian pinjaman sebesar Rpl0
miliar sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X0
(dalam jutaan rupiah)

i Rp
| ASET

Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 0
 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lanear Pilttang Pemberian pinjaman 0
 Piutang Jangka Panjang Permmberian pinjaman 10,000%
| Penyisihan Piutang — Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman Q
i Jumlah Aset 10.000

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Kewajiban 0

Ekuitas 10.000
] Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 10,000

Catatan: * Piutang jangka panjang pemberian pinjaman bertambal sebesar Rp 10 miliar

VL.C. ILUSTRASI 3: REKLASIFIKASI ATAS PIUTANG POKOK PEMBERIAN
PINJAMAN AKAN JATUH TEMPO CICILAN/PELUNASAN PEMBAYARAN
Terhadap Subsidiary Loan Agreement (SLA) Number 0101A, pada tanggal

pelaporan tahunan 31 Desember 20X1 terdapat bagian pokeok piutang

pemberian pinjaman yang akan jatuh ftempo cicilan piutangnya sebesar

Rp 100 juta pada 12 (dua belas) bulan yang akan datang. Atas SLA 0101A

tersebut diterbitkan invoice penagihan piutangnya ke debitur. Pencatatan dan

penyajian transaksi dimaksud dalam Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal penyesuaian berdasarkan invoice penagihan piutang pokok

pemberian pinjaman sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Bukn Besar AKrual Dl Kt Bkl Besar Kas Db Kr
1195XX Bagian Lanocar Pintang JEele)
Pemberian pinjaman
158 XX PiutangJangka Panjang 100
Pemberian Pinjaman

2. Tidak ada penyajian atas invoice penagihan piutang pokok pemberian
pinjaman di LRA sebagai berikut:
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X 1
(dalam jutaan rupiah)

"y o o Realisasi di
Uratan Pagu Realisasi et} s Bagic
(1) (2) (3] (4] = (2-3)
FENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PNBP
BELANJA NEGARA
PEMBIAYAAN
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. o Realisasi di
Uraian Pagu Realisasi (taE) ] bieysih, Pag
(1) (2) (3) (4) = (2-3)
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan

3. Tidak ada penyajian atas invoice penagihan piutang pokok pemberian
pinjaman di LO sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X 1
(dalam jutaan rupiah)
URAIAN JUNLAH
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN NEGARA BITKAN PAJAK
Jumlal Pendapatan Operasional
BEBAN OPERASIONAL

Beban Penyisihan Piutamg Tidak Tertagih 0
Jumlah Beban Operasional 0
Surplus/ (Defisit) dari Regiatan Operasional 0
KEGIATAN NON (OPERASIONAL
Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar 0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nan Operasional Lainnya Q
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa 0
SURPLUS/(DEFTSIT) — LO 0

4. Tidak ada penyajian atas invoice penagihan piutang pokok pemberian
pinjaman di LPE sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(dalam jutasn rupiah)

JRAIAN JUMIAH
EKUITAS AWAL 10.000
SURPLUS/(DEFISIT) - LO 0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBLJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR 0
Koreksi Nilai Aset Nor Revaluasi 0
Koreksi Lain-lain 0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) 0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS ol
EKUITAS AKHIR 10.000 |

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas invoice penagihan piutang pokok
pemberian pinjaman merupakan reklasifikasi penyajian pos piutang
pemberian pinjanian seébagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X 1
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN Rp
| ASET

| Bagian Lancar Piitang Pemberian pirjaman 100
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lanocar Piutang Pemberian pinjaman 0
 Piutang Jangks Panjang Pemberian pinjaman 9.900*
 Penyisihan Piutang — Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 0
Jumilal Aset 10,000

KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban 0
Ekuitas 10.000
Jumlah Kewajiban dan Ekutitas 10.000

Catatan: * Piutang jangka panjang pemberian pinjaman berkurang sebesar Rp 100 juta karena
direklasifikasi menjaci Bagian Lancar Piutafig Perberian pinjaman
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VI.D. ILUSTRASI 4: REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN CICILAN/
PELUNASAN PIUTANG POKOK PEMBERIAN PINJAMAN
Berdasarkan setelmen penerimaan kas transaksi pemberian pinjaman,
terdapat identifikasi kas sebesar Rp 100 juta sebagai penerimaan atas cicilan
piutang SLA 0101A. Pencatatan dan penvajian transaksinya sebagai berikut:
1. Transaksi setelmen penerimaan kas pemberian pinjaman atas cicilan

piutang pemberian pinjaman sebagai berikut (dalam jutaan rupiahy):

Buku Besar Akrual Db Ki || Buku Besar Kas Db Kr
313121 Diterima dari Entitas 100 313121 Diterima dari Entitas 100
Lain Lain
IT155XX Bagian Lancar 100 | 715XXX Penerimaan Cicilan 100
Piutang Petniberian Pengembalian
pinjaman Pemberian pinjamar

2. Laporan Keuangan Dberupa LRA atas penerimaan pembiayaan umtuk
cicilan/ pelunasan piutang pemberian pinjaman dari debitur sebesar Rp 100
juta sebagai berikuit:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X 1
(dalam jutaan rupiah)

. L Realisasi i
Uraian Pagu Realisasi (atas) /bawah Pagu
(1) @) 2} (4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
FPNEP
 BELANJA NEGARA
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan 700 100* 600
Pengeluaran Pembiavaan

Cetatan' *Realisasi penerifnaan pembiayaan atas pembayaran cicilan/pelunasan pokok
piutang pemberian pinjarian sebegar Rp 100 jiita

3. Tidak ada penyajian untuk penerimaan cicilan/pelunasan piutang
pemberian pinjaman dari debitur sebesar Rp100 juta di LO sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

(dalam jutaan rupiah)
URAIAN JUMLAH

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 0

Jumlah FPencdapatan Operasicnal (0]
BEBAN OPERASIONAL

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagil 0

Jumlaly Beban Operasional [¢]

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional (0}
KEGIATAN. NON OPERASIONAL
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Q
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0
Surplus/|Defisit) dari Pos Luar Biasa 0
SURPLIS/(DEFISIT) — LO 0
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4. Laporan Keuangan Dberupa LPE atas peneérimaan pembiayaan untuk
cicilan/pelunasan piutang pemberian pinjaman dari debitur sebesar
Rp100 juta sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X 1

(dalam_jutaan rupiah)

URAIAN JUMLAH

EKUITAS AWAL 10.000
SURPLUS/(DEFISIT) - L& 0|
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR 0|

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi 9]

Koreksi Lain-lain 0

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) (100p

KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS 1100)

EKUITAS AKHIR 9.900

Catatan:
* Transaks] penerimaan pembiayaan cicilan/pelunasan pokok pemberian pinjaman sebesar
Rp LOO juta

i

Laporan Keuangan berupa Neraca atas penerimaan pembiayaan untuk
cicilann/pelunasan piutang pemberian pinjaman dari debitur sebesar Rp100
juta sebagai pengurang nilai outstanding bagian lancar piutang pemberian
pinjaman sebesar Rp 100 juta sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X 1

(dalam jutaan rupiah)
URAIAN Rp
| ASET

Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 0*
Penyisthan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 0
 Piutang Jangks Panjang Pemberian pinjaman 9.900
| Penvisihan Piutang — Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman Q
“Jumlah Aset ) 9.900

KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban 0
Ekuitas 9.900
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 9.900

Catatan: * Bagian Lanear Piutang pemberian pinjaman berkurang sebesar Rp 100 juta karena
telah dilunasi oleh debitur
VLE. ILUSTRASI 5: PENYISIHAN PIUTANG POKOK PEMBERIAN PINJAMAN
TIDAK TERTAGIH
Piutang pemberian pinjaman yang disajikan di Neraca BA BLIN 999.04
pada tanggal 30 Juni 20X3 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 30 Juni 20X3 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN Rp
ASET
Bagian Lancer Piutang Pemberian pinjaman 250,000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Pintang Pemberian pinjaman (55.500)
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 500.000
Penyisihan Phutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman (2:500)
Jumlah Aset 592,000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajibari =
Ekititas 692,000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 692,000
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Nilai penyisihan piutang tidak tertagih — bagian lancar piutang dan
piutang jangka panjang pada Neraca per 30 Juni 20X3 masing-masing sebesar
Rp55.500.000,- dan Rp2.500.000,- diperolelh dari daftar perhitungan
penyisihan piutang tidak tertagih yang disusun pada 30 Juni 20X8 oleh
UAKPA BUN 999.04 sebagai berikut:

DAFTAR PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
per 30 Juni 20X3 (dalam ribuan rupiah)
Jenis Piutang: Piutang Pemberian Pinjaman

No Nama Loan D Tanggal Saldoy Pos Penyisilian' Kizalitas Piutang Jumlah
Debituir Jatuh Piutang | Neraca 5%0 10% 50% | 100% | Penyisihan
Terapo Piutang
L PT.PQR | BC234 | 31/12/20X0 | 100,000 | Bag, = - | 50.000 = 50.000
Laricar
2 PT. XYZ ABi23 31/i0/20X1 50.000 Bag, = 5.000 = = 5.000
Lancar
3 BUMD CD345 | 31/10/20X3 | 100.000 Bag, 500 B < B 500
Lancar
Sub Total 253,000 Bag, B[00 | 3.000 | 50,000 53:500
Lanear
4 Pemda A DE456 31/10/20X5 | 250.000 Jk 1250 = = = 1.250
Panjang
3 Pemda B EI567 30/04[20X6 250.000 Jlk, 1250 = = E 1.250
Panjang
Sub Total 500.000 Jk. 2.300 2.500
Panjang
Jonmiah Total 750000 3.000 | 5000 | 50.000 - 58.000

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis kualitas piutang yag dilakukan
oleh TAKPA BLIN 999,04 pada 31 Desember 20X8,; diketahui bahwa bagian
lancar piutang pokok penibeéerian pinjaman atas nama PT. PQR yang
seharusnya sudal jatuh tempo sejak tanggal 31 Desember 20X0, dengan saldo
outstanding pada tanggal 81 Desember 20X3 sebesar Rp 100 Juta, terdapat
penurunan kualitas piutang dari semula Diragukan menjadi Macet, sehingga
penyisihan piutang tidak tertagihnya yang semula sebesar 50%. ditambah
hingga menjadi 100%.

Selain itu, diketahui juga bahwa bagian lancar piutang pemberian
pinjaman atas nama BUMD yang jatulh tempo pada tanggal 31 Oktober 20X3
ternyata belum diterima pelunasannya, sehingga kualitas piutangnya menurun
dari seniula Lancar menjadi Kurang Lancar, sechingga penyisihan piutang tidak
tertagihnya yang semula sebesar 5%ao menjadi 10%.

Untuk menyajikan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dalam Neraca per
31 Desember 20X3, maka UAKPA BUN 999.04 membuat daftar perhitungan
penyisihan piutang tidak tertagih sebagai berikut:
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DAFTAR PERHITUNGAN PENYISTHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
per 31 Desember 20X3 (dalam ribuan rupiah)
Jenis Piutang: Piutang Pemberian Pinjaman

2017, No.1704

No Nama Loarn Tanggal Saldo Pas Penyisihan Piutang Jumlaly
Debitur ji5) Jatuli Tempo | Piutang Neraca 5%o0 16% S50% 100% Penyisihan
Pintang
L | PT.PQR BC234 | 31/12/20X0D | 100,000 Bag. = - | 100.000* 100.000
Lancar
2 PT, XYZ AB123 | 31/10/20x1 50,000 Bag, = 5.000 = = $.000
Lancar
3 | BUMD CD345 | 31/10/20X3 | 100,000 | Bag. - | o.p00% = - 10,600
‘ Lancar
Suthy Tatal 250.000 Bag. 15.000 100:000 1 15:000
Lancar
4 Pemda A DE456 | 31/10/20XS | 2350.000 Jk. 1.250 = = = 1.250
Parjang
3 Pemda B EFS67 | 30/04/20X6 | 250,000 Jk, 1.250 - 1.250
Parjang
"Suly Total 560,080 Jk: 2.500 2.500
Panyang
Jumilah Total 750,000 2,500 | 15,000 100.000 117.500
Reswme. Penyisihan Piutang:
Penyisihan Fiutang Bag Lancar 55,500
Sebelumnya
Penyisihan Fiutang Bag Lancar 115,060
Saal im
Penghapusar saat in1 )
Selisih Tambah/(Kiwrang) Beban 59.500
Penyisihan Piutang
Resume Piutang Jk. Panjang:
Penyisiban Piutang.Jk, Parnjang 2.500
Sebelumiya
Penyisihan Fiutang Jk, Panjang 2,500
Saal im
Penghapusar saat ini o
‘Selisih Tambah/(Kiwang) Beban o}
Penyisihan Futang

Catatan: *Piutang kepada PT. PQR menurun kualitasnya cdari Diragukan menjadi Macet
* Piutang kepada BUMD menurun kualitasnya dari Lancar menjadi Kurang Lancar

Pencatatan dan penyajian transaksi beban penyisihan piutang tidak

tertagih dan penyisihan piutang tidak tertagih pada periode pelaporan 31

Desentber 20X3 dimaksud sebagai berikut:

1. Penyesuaian terhadap penyisihan piutang tidak tertagih pada Neraca BA

BLIN 999.04 per 31 Desember 20X3 dan beban penyisihan piutang tidak
tertagih di LO periode 31 Desember 20X3 yaitu penambahan akun

penyisihan piutang tidak tertagih — bagian lancar piutang, dari semula

sebesar Rp 55,5 juta,- pada Neraca tanggal 30 Juni 20X3, menjadi sebesar
Rp 115 juta,~ (selisih tambah sebesar Rp 59,5 juta) pada Neraca tanggal

31 Desember 20X3. Jurnal penyesuaian pada buku besar akrual yang

dicatat oleh UAKPA BUN 999.04 menggunakan Memo Penyesuaian sebagai

berikut (dalam ribuan rupiah):

Buku Besar AKrial Db Kr Biikn Besar Kas Db Kr
594XXX  Beban Penyisihan Piutang Tidak 59.500
Tertagili-Bagian Lancar Piutang
Pemiberian Pinjaman ]
T16XXX Penyisihan Piutang Tidak 59.500

Tertagih-Bagian Lanear
Piutang Pemberian Pinjaman
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2. Tidak ada penyajian di LRA atas penyesuaian penurunan kualitas piutang
pemberian pinjaman:
LAPORAN REALISAST ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3
(dalam ribuan 1upia]3)

o ‘ o Realisasi di

Uraian Pagu Realisasi {atas) /bl Pagn
(1] (2) (3] (4] = (2-3)

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

PNEP

BELANJA NEGARA

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

3. Penyajian untuk penarmbahan beban penyisihan piutang tidak tertagih
akibat penurunan kunalitas piutang pemberian pinjaman di LO sebagai
berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X 3
(dalam ribuan rupiah)
URAIAN JUMLAH

KEGIATAN OFERASIONAL
FPENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 0
Jumlah Pendapatan Operasional

BEBAN OPERASIONAL

Beban Penyisilian Piutang Tidak Tertagil 59.,500*
Jumlah Beban Operasional 59.500
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional (59.500)
REGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar 0
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Q
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa Q
SURPLUS/(DEFISIT) = LO (55.500)

Catatan: *penambabiani beban penyisihan pittang tidak tertagih akibat penurinan
kualitas piutang pemberian pinjaman sehesar Rp 59,5 Juta

4. Laporan Keuangan berupa LPE atas penambahan beban penyisihan
piutang tidak tertagih akibat penurunan kualitas piutang pemberian
pinjaman sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN FEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3
(dalam ribuan tupiah)

URAIAN JUMLAH

EKUITAS AWAL 692.000.
SURPLUS/(DEFISIT) - LO (59.500)*

DANMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR Q|
Koreksi Nilgi Asef Non Revaluasi [8)
Koreksi Lain-lain 0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KELJ 0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (59.500)
EKUITAS AKHIR 632,500

Catatan:
* Transaksi penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagilh akibat penurunan
kualitas pintang pemberian pinjaman sebesar Rp 59,5 juta
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5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas penerimaan pembiayaan untik
penambahan beban penyisihan piutang tidak tertagih akibat penurunan
kualitas piutang pemberian pinjaman sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X3
(dalam ribuan rupiah)

URAIAN Rp
ASET
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 250,000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Piltang Pemberian pinjaman (L15.000)*
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 500.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman [2.500)
Jumlali Aset 632,300
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban -
Ekuitas 632.500
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 632.500

Catatan: * Penyisihan piutang tidak tertagih atas Bagian Lancar Piutang pemberian pinjaman
bertambali sebesar Rp 59,5 juta akibat penurursn kuslitas pintang pemberian pinjaman

VL.F. ILUSTRASI 6: PENGHAPUSAN PIUTANG POKOK PEMBERIAN PINJAMAN
Pada tanggal 1 Juni 20X4 (dengan menggunakan data dan informasi

VL.E. ILUSTRASI 5: PENYISIHAN PIUTANG POKOK PEMBERIAN PINJAMAN

TIDAK TERTAGIH) dilakukan penghapusan bagian lancar piutang pemberian

pinjaman atas nama PT. PQR yang seharusnya sudah jatuh tempo sejak

tanggal 31 Desember 20X0, dengan saldo outstanding pada tamnggal 31

Desember 20X3 sebesar Rp 100 Juta dengan kualitas Macet.

Pencatatan dan penyajian transaksi dimaksud sebagai berikut:

1. Jurnal penghapusan piufang pemberian pinjaman pada buku besar akrual
vang dicatat olelh UAKPA BUN 999.04 berdasarkan Memo Penyesuaian
adalah sebagai berikut (dalam ribuan rupiah):

Buku Besan Akrual Db Kr Buku Besar Kas Db Kr
116XXX  Penyisihan Piutang 100,000
Tidak Tertagih- Bagian
Laticar Piutang
Pemberian Pinjaman
1155XX¥X Bagian Lancar - LO0.000
Piutang Pemberian
Pinjaman

2. Untuk menyajikan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih di Neraca per 30 Juni
20X4, maka UAKPA BUN 999.04 membuat daftar perhitungan penyisihan

piutang tidak tertagih periode pelaporan keuangan 30 Juni 20X4 dan tidak
ada penyesuaian untuk beban penyisihan pintang tidak tertagih, sebagai
herikut:
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DAFTAR PERHITUNGAN PENYISTHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
per 30 Juni 20X4 (dalam ribuan rupiah)
Jenis Pratang; Piutang Pemberian Pinjaman

No Nama Loan Tanggal Saldo Bos Penyisihian Piutang Jumlaly
Debitur B Jatuh Tempa Pintang Neraca 5%0 10% 50% 100% | Penyisihan
) Piutang
L | PT.PQR BC234 | 31/12/20X0 -* - - - - = -
2 PT.XYZ AB123 31/10/20X1 50000 Bag. = 5:000 - = 5.000
Lancar
3 BUMD CH345 31/ 10/20X3 | 100.000 Bag. - 10.000** - = 10.000
Lancar
Suly Total 150.000 Bag, 15.000 - 15.000
Lanicar
4 Pemda A DE456 31/ LO/20X5 | 250,000 Jk, 1.250 = = - 1.250
Pamjang
3 Pemda B EFS67 30/04/20X6 | 250.000 Jk. 1.250 = - = 1.250
Panyang
Suly Total 500,000 Jk, 2,500 2.500
Penjarig
Jumlah Total 650,000 2,300 15,000 - = 17,500
Resume Penyisihan Piutang.
Penyisihan Flutang Bag Lencar 115.000
Sebelumiya
Penyisihan Piutang Bag Lancar 15.000
Saat ini
Penghapusan Saat ini 100,000
Selisih Tamibah/(Kurang) Beban (&}
Penyisihan Futang i
Resume Piutang Jk. Panjang:
Penyisihan Piutang .Jk. Panjang 2.500
Sebelumiya
Penyisthan Plutang.Jk: Parjang 2,500
Saat ini
Pengliapusan Saat ini a
Selisih Tambah/(Kurang) Beban ‘@
Penyisihan Flutang, i

Catatan: *Piutang kepada PT, PQR telah dihapugkarn
3. Tidak ada penyajian di LRA atas penghapusan piutang pemberian
pinjaman:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X4

(dalam ribuan rupiah)
;. G Realisasi di
Uraian Pagu Realisasi lbas) Moaveah Bagu
(1) (2) (3) (4) = (2-3)
PENDAFATAN NEGARA DAN HIBAH

PNEP

BELANJA NEGARA

PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan

4. Tidak ada penyajian atas transaksi penghapusan piutang pokeok pemberian
pinjaman dan akun penyisihan piutang tidak tertagih periode 30 Juni 20X4
di LO sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X4
(dalam ribuan Tupiah)

URAIAN JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN NEGARA BURAN PAJAK 0
Jumlah Pendapatan Operasional Q
BEBAN OPERASIONAL
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URATIAN JUMLAH

Beban Penyisihian Piutang Tidak Tertagih

Jumlah Beban Gperasional

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional

=l

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa
SURPLUS/(DEFISIT) — LO:

ool ol

5. Tidak ada penyajian untuk penghapusan piutang pemberian pinjaman di

LPE;
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X4

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN JUMLAH

EKUITAS AWAL 632,500 |
SURPLUS/(DEFISLIT] - Lo 0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN. KEBLJA KAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR 0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Q
Koreksi Lain-lain 0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) 0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS 0
EKUITAS AKHIR 632,500

6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas penghapusan piutang pemberian

pinjaman dan penyisihan piutang tidak tertagih sebagai berikut:

NERACA

BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

per 30 Juni 20X4
(dalam ribuan rupiah)

URAIAN, Rp
ASET
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 150.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Piutafig Pemberian pinjaman [15.000)*
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 500.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih = Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman (2.500)
Jumlah Aset 532.500
KEWAJIBAN DAN EKUINTAS
Kewajiban =
Ekuitas 632.500
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 632.500

Catatan: * Bagian Lanear Piutang pemberian pmjaman dan penyisihan piutang tidak tertagih
berkurang sebesar Rp 100 juta akibat penighaptisan pintang pemberian pinjaman

VL.G. ILUSTRASI 7: PENDAPATAN DAN PIUTANG NON POKOK PEMBERIAN

PINJAMAN

Terhadap Subsidiary Loan Agreement (SLA) Number 0101A mendapatkan

imbalan bunga pemberian pinjaman sebesar Rp 10 juta setiap tahun, dan pada

tahun berjalan imbalan bunga tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober

20X1. Atas imbalan bunga yang jatuh tempo tersebut telah diterbitkan invoice

penagihan bunga pemberian pinjaman ke debitur. Pencatatan dan penyajian

transaksi dimaksud dalam Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Jurnal pengakuan piutang non pokok pemberian pinjaman jatuh tempo

berdasarkan invoice penagihan atas imbalan bunga pemberian pinjamarn
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untuk diposting pada buiku besar akruial sebagai berikut (dalam jutaan

rupiah):
Buku Besar Akimal Db Kr Buki Besar Kas b Kr
1195XX Piutang Non Pokok Pemberian Lo
pinjaman (Bunga Femberian
pinjaman)
4233XX Pendapatan Bunga Pemberian 10
Pinjaman

2. Tidak ada penyajian di LRA atas pengakuan piutang non pokok dan
imbalan bunga pemberian pinjaman jatuh tempo:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X 1
(dalam jutaan rupiah)

e N Realisast di
Uraian Pagu Realisasi (atag) [bawak Pagii
, (1) @) (2) (4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PNBP
BELANJA NEGARA
PEMBIAYAAN
Penerirnaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan

3. Penyajian untok pengakunan pendapatan imbalan bunga atas piutang non
pokok pemberian pinjaman jatuh tempo secara akrual di LO sebagai
berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X 1

(dalam ribuan rupiah)
IJRAIAN JUMLAH

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 0

Pendapatan Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian pinjaman 10%

Jumlah Pendapaten Gperasional 10
BEBAN OFERASIONAL

Beéban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih o]

Jumlah Beban Operasional 0

Surplus/|Defisit) dari Kegistan Operasional 10
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancat 0
surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0
Surplus/(Defisit) dari Pes Luar Biasa 0
SURFLUS/[DEFISIT) = L& 10

Catatan: *pengakuan pendapatan atas piutang bunga pemberian pinjaman sebesar Rp 10

Juta
4. Laporan Keuangan berupa LPE atas pengakuan pendapatan inibalan bunga

dan piutang non pokok pemberian pinjaman jatuh tempo sebagai berikut:
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN FPEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

(dalam jutaan rupiah)
JRAIAN JUMLAH
EKUITAS AWAL 10,000 |
SURPLUS/(DEFISIT) - LO 10* |
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKIUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR 0
koreksi Nilai Aset Non Revaluasi ¢}
Koreksi Lain-lain 0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) 0
KENATKAN/(PENURUNAN) EKUITAS 10
BKUITAS AKHIR 10.010

Catatan:
* Trapsaksi pengakuan pendapatan imbalan bunga pemberian pinjaman sebesar Rp 10 juta

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas pengakuan pendapatan imbalan
bunga dan piutang non pokok pemberian pinjanian sebagai berikuit:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X2

(dalam jutaan rupiah)
URATAN Rp

ASET
Bagian Lancar Pintang Pemberian pinjaman 10*
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 6]
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman 10.000
Penyisilian Piutang Tidak Tertagih — Piutang Jarigka Panjang Pemberian pinjaman 6]

Jumlah Aset L0010
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban -
Ekuitas 10.010

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 10,010

Catatan: * Pengakuan piutang bunga pemberian pinjaman sebesar Rp L0 Juta

VL H. ILUSTRASI 8: PENERIMAAN KAS ATAS PELUNASAN PIUTANG NON
POKOK PEMBERIAN PINJAMAN
Terhadap invoice penagihan bunga pemberian pinjaman atas Subsidiary

Loan Agreement (SLA) Number 0101A sebesar Rp 10 juta yang jatuh tempo

pada tanggal 1 Oktober 20X1 diterima pelunasannya secara kas dari debitur

(dengan menggunakan data dan informasi VI.G. [LUSTRASI 7. PENDAPATAN

DAN PIUTANG NON POKOK PEMBERIAN PINJAMAN). Pencatatan dan

penyajian transaksi dimaksud dalam Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan seételmen penerimaan kas transaksi pemberian pinjaman
bahwa terdapat pendapatan bunga pemberian pinjaman yang merupakan
transaksi pelunasan piutang non pokok pemberian pinjaman, untuk
diposting menggunakan Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sébagai

berikut (dalam jutaan rupiah):

Bitku Begar Akrual Db Er Puku Besar Kas Db Kr
312121  Diterima dari Bntitas Lain 10 312121  Diterima dari Entitas 10
. . . . . . Lain . .
1155XX Piutang Non Pokok 10 | 4233%X Pendapatan Banga 10
Pemberian pinjatnan (Bunga Pemberian Finjaman
Pembérian Pifijaman)
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2. Penyajian di LRA atas pendapatan imbalan bunga pemberian pinjaman
secara kas sebagai berikut:
LAPORAN REALISAST ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X 1
(dalam jutaan rupiah)

" el Realisasi di
Uratan Pagu Realisast (atas)/bawak Pagn
(1 2) () {4) = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
FNBP 200 10* 120
BELANJA NEGARA
PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan
Catatan: *pengakuan pendapatan bunga pemberian pinjaman yang diterima secara kas
sebesar Rp 10 Juta

3. Tidak ada penambahan nilai pendapatan imbalan bunga pemberian
pinjaman di LO atas transaksi penerimaan kas imbalan bunga:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X 1
(dalam jutaan rupiah)

TURAIAN JUMLAH

KEGIATAN OPERASIONAL

FPENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK Q

Pendapatan Bunga/Denda/Biaya Lainnya Pemberian pinjaman 18f

Jumlah Pendapatan Qperasional 10
BEBAN OFERASIONAL

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 0

Jumlah Beban Operasional 6]

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional 10
KEGIATAN NON OPERASIONAL
surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lanecar 0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya: 0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa 0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO 10

Catatan' *pengakuan pendapatan atas pititang bunga/denda/biaya lainnya permberian
pirjaman gebesar Rp 10 Juta telah dicatat pada gaat invoice penagihan

4. Laporan Keuangan berupa LPE atas imbalan bunga dan pelunasan piutang
non pokok pemberian pinjaman secara kas sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desemiber 20X [
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN JUMLAH

EKUITAS AWAL 10.000.
SURPLUS/(DEFISIT) - LO 10*
DAMPAK KIIMIJLATIF PERTIBAHAN KEBIJAKAN AKTTNTA NSI/KESALA HAN MENDASAR 0
Koreksi Nilai Asef Non Revaluasi 8}
Koreksi Lain-lain [¢
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) (10)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUTTAS 0
EKUITAS AKHIR 10.000

Catatan:

* Tramsaksi pengakuan peundapatan atas piutang non pokek pemberian pinjaman
sebesar Rp 10 juta pada saat penerbitan invoice penagihan

+ Transaksi penerimaan kas atas pelunasan piutang non pokok pemberian pinjaman
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5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas penerimaan imbalan bunga sécara
kas untuk pelunasan piutang non pokok pemberian pinjaman sebagai
berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X 1

(dalam jutaan rupiah)
URAIAN, Rp
ASET
Bagian Lancar Phiutang Pemberian Pinjaman 0*
Penyisihan Pintang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjarman (6]
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjanian 10.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih = Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman Q
Jumlah Aset 10.000
KEWA.JIBAN DAN EKINTAS
Kewajiban =
Ekuitas 10.000
Jumlah Rewajiban dan Ekuitas 10.000

Catdtan: * Piutang bunga pemberian pifjaman berkurang sebesar Rp 1O Juta karena telah
diterima peliinasannya
VI.I. ILUSTRASI 9: PENYISIHAN PIUTANG NON POKOK PEMBERIAN

PINJAMAN TIDAK TERTAGIFH

BA BUN 999.04 bherdasarkan Perjanjian Nomor XYZ123 memberikan
pinjaman sebesar Rp 10 Miliar kepada PT. ABC. Pinjaman diberikan pada
bulan Maret tahun 20X0 dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan
bunga efektif 5% per tahun, dan akan jatuh tempe pada tanggal 1 April 20X3.
Sesuai dengan perjanjian, PT. ABC akan melakukan pembayaran bunga
pinjaman secara seniesteran, yaitu setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober
sehesar Rp 250 Juta.

Pembayaran bunga pinjaman berjalan lancar selama 2 (dua) taliun, yaitu
sampai dengan tanggal 1 April 20X2, namun setelah itu PT.ABC tidak lagi
melaksanakan kewajiban pembayaran bunga pinjaman mulai tanggal 1
Oktober 20X2.

TABEL PERHITUNGAN PIUTANG BUNGA PT, ABC
(dalam ribuan rupiah):

Tanggal Jatul Tempo |  Tanggal raian Binga Saldo Piutang

Bunga Transaksi (Rupiah) Bunga (Rupiah)
01/04/20%0 28/03/20X0 | Penarikan :

Pihjaman

01/10/20X0 30/09/20X0 | Cicilan 1 250,000 -
01/04/20X1 31,/08/20X1 Cicilan 2 250.000 =
01/10/90X]1 30/09/20%1 | Cicilan & 250,000 -
01/04/80X2 51/03/20%2 | Cicilan 4 250,000 -
017/10/20X2 Tunggakan 250.000 250.000
01/04/20X3 Tunggakan 250.000 500.000
01/10/20X3 Tunggakan 250,000 750.000
01/04/20X4 Tunggakan 250.000 1.000.000
01/10/20X4 Tunggakar 250,000 1.250.000
31/12/20%4 Tertitang Jakrial 125.000 1.375.000
01/04/20X5 Terutang 250,000 1.500.000
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Berdasarkan tabel perhitungan tersebut, pada tanggal 31 Desember
20X4, BA BUN 999.04 menyusun Daftar Umur Piutang sebagai berikut:

DAFTAR UMUR PIUTANG BUNGA PT.ABC
Per 31 Desember 20X4
(dalam ribuan rupiah
Kualitas (Periode) Jumlaly Keterangan
Lancar (belum jatuh tempo) 250.000 | Tagihan bunga pinjaman tanggal 1
April 20X5 yang belum jatuh tempo
pada tanggal 31 Desember 20X4

Kurang lanear (Tunggakan < 12 bulan) 500.000 | Tunggakan cicilan bunga pinjaman
selama tahun 20%4
Diragikan (Tunggakan 12 bitlan < n < 34 bulan 750,000 | Tunggakan cicilan hunga pinjaman

selamia tahun 20X2-20X3

Maget (Tunggakan > 3G bulan E
Total Piutang Bunga 1.500.000

Dalam rangka perhitungan estimasi Penyisilian Pintang Non Pokok Tidak
Tertagih per 31 Desember 20X4, UAKPA BUN 999.04 membuat daftar
perhitungan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih untuk debitur PT.ABC

sebagai berikut:

DAFTAR PERHITUNGAN PENYISTHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
per 31 Desember 20X4 (dalam ribuan rupiah)
Jenis Piutang: Piutang Bunga Pemberian Pinjaman PT.ABC

[ Ne Saldo Kualitas Piutang Penyisihan Piutang Jumilah
Outstanding 5%o0 10% 50% 100% Penyisihan
Piutang Piutang
1 250.000 Lanear 1.250 - - - 1.250
2 500.000 | Kurang Lancar = 50,000 = = 50.000
3 750,000 Diragukan - - 375,000 = 375,000
4 - Maget - - - = -
1.5006:000 1.250 50:000 375.000 - 426.2560
Resume Penyisihan Piutang:
Penyisihan Piutang Sebelumnya 300.000
Fenyisihan Piutang Saat i 426,250
Penghapusan Saat iny 0
Selisili Tambah /(Knrang) Beban 126,250
Penyisilyan Piutang

Pencatatan dan penyajian transaksi dimaksud sebagai berikut:

1. Jurnal penyesuaian pada buku besar akrual yang dicatat oleh UAKPA BUN
999.04 melalui Memo Penyesnaian untuk mencatat penyisihan pintang nen
pokok tidak tertagih untuk piutang bunga pemberian pinjaman pada
Neraca BA BUN 999.04 per 31 Desember 20X4 sebagai berikut (dalam

ribnan rupiah):

Buku Besar:Akirual DIz Kr Buku Besar Kas Dby Kr
594XXX  Beban Penyisihan 126,250
Piutang Tidak Tertagih-
Piutang Bunga
Pemberian pinjaman
1 [62XX Penyvisihan Piutang 126250
Tidak Tertagili-
Piutang Bunga.
Pemberian pinjaman

2. Tidak ada penyajian di LRA atas pencatatan penyisihan piutang bunga

pemberian pinjaman tidak tertagih:
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4
(dalam ribuan rupiah)

- R Realisasi cli
Uraian Pagu Realisasi (atas) hawak Bagi
(1) (2] (3) (4] = (2-3)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

PNBP

BELANJA NEGARA

PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan

3. Penyajian untuk pencatatan penyisihan piutang bunga pemberian
pinjaman tidak tertagih di LO sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4
(dalam ribuan rupiah)
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Jumlah Pendapatan Operasional
BEBAN OPERASIONAL

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 126,250*
Jumlalh Beban Operasional 1262350
Surplus/ (Defisit) clari Regiatan Operasional (1126.250)
KEGIATAN NGN GPERASIONAL
Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar o]
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0
Surplus/(Defisit) dlari Pgs Luar Biasa 0
SURPLUS/(DEFISIT] — LO (1126.250)

Catatan: *penambahan beban penyisiban phutang tidak tertagih sebesar Rp 126,25 Juta
atas estimasi penyisihan piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagih per 31
Desember 20X4 sebesar Rp426,25 juta.

4. Laporan Keuangan berupa LPE atas pencatatan penyisihan piutang bunga
pemberian pinjaman tidak tertagih sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4
(dalam ribuan rupiah)

URAIAN JUMLAH
EKUITAS AWAL 1.200,000
SURPLUS /(DEFISIT) - LO (126.250)*
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR 0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi o]
Koreksi Lain-lain 0
TRANSAKS! ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) 4]
KENAIRAN/(PENURUNAN] EKIITAS (126.250)
EKINTAS AKHIR 1.073.750

Catatan:

* Transaksi penambalbian beban penyisihan piutang tidak tertagilh sebesar Rpl26,23 juta
atas estimasi penyisihan piutang bunga pemberian pinjamean tidak tertagil sebesar
Rp426,25 juta.

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas pencatatan estimasi penyisihan

piutang bunga pemberian pinjaman tidak tertagili sebagai berikut:
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NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X4

(dalam ribuan rupiah)
URAIAN

Rp
ASET
Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 1,500.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman (426 .250)*
Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Pintang Jangka Panjang Pemberian pinjaman
Jumlah Aset 1.073.750

KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajibhan -
Ekuitas 1.073.750

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 1.073.750

Catatan: * Pencatatan hasil estimasi penyisihan pilitang tidak tertagih sebesar Rp 426,25 juta

VI.J. ILUSTRASI 10: PENGHAPUSAN PIUTANG

PINJAMAN

NON POKOK PEMBERIAN

Dengan menggunakan data dan informasi TLUSTRASI 9: PENYISTHAN
PIUTANG NON POKOK PEMBERIAN PINJAMAN TIDAK TERTAGIH, pada

tanggal 31 Maret 20X5 diputuskan bahwa piutang burnga pemberian pinjaman
PT.ABC sebesar Rp 1,5 Miliar dihapuskan dari pencatatan TAKPA BUN 999.04.

Dalam rangka perhitungan estimasi Peryisihan Piutang Non Pokok Tidak
Tertagih per 30 Juni 20X5, UAKPA BUN 999.04 membuat daftar perhitungan

estimasi penyisihan piutang tidak tertagih untuk debitur PT. ABC sebagai
berikut:

DAFTAR PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
per 30 Juni 20X5 (dalam ribuan mapiah)
Jenis Piutang: Piutang Bunga Pemberian Pinjaman PT. ABC

No Baldo Kualitas Piutang Penyisihan Piutang Jumlah
Outstanding | 5% | 10% | 50% | 100% Penyvisihan

Phutang Pliutang
1 0 Lancar - - S
2 9] Kurang Lancar - - - = 0
3 a Diragiikan - K = 5 0
4 0 Macet - - - [¢]
6] - - 0

Resume Penyisihan Piutarg;

Penyisihan Piutang Sebelumnya 426,250
Penyisihan Piutang Saat ini 6]
Penghapusan Saat ini 1,500,000
Selisih Tambal | (Kirang) Behan Penyisilian Pitang 1.073.250

Jurnal penghapusan piutang bunga pemberian pinjaman dan nilai

outstanding kontra akun penyisihan piutang tidak tertagihnya sebesar

Rp426.250,- menggunakan Memo Penyesuaian untuk diposting pada buku
besarakrual sebagai berikut (dalam ribuan rupiah):
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Buku Besar Akrual Dl Kr Buku Besar Kas b Kr
1162XX Penyisihan Piutang Tidak 426,250
Tertagih- Piutang Bunga
Pemberian pinjamarn
1 155XX Piutang Bunga 42,6250
Pemberian pinjaman

2. Jurnal penghapusan nilai bersih piutang bunga pemberian pinjaman

sebesar Rpl.073.250

(nilai outstanding piutang bunga Rp.1,5 miliar

dikurangi nilai outstanding penyisihan piutang bunga tdak tertagih

Rp426,25 juta) menggunakan Memo Penyesuaian untuk diposting pada
huku besar akrual sebagai herikut (dalam ribuan rupiah):

Buku Besar Akryal Dk Kr

Buku Besar Kas

Db Kr

59XXXX  Beban Penighapusan- 1.073.750
Piutang Bunga

Pemberian pinjaman

1155XX Piutang Bunga 1.073.750

Pemberian pinjaman

3. Tidak ada penyajian di LRA atas penghapusan piutang bunga pemberian

pinjaman:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X5
(dalam ribuan rupiah)

e — Realisasi:di
Uraian Pagu Realisasi (atas)/bawah Pagy

(1) 2 @) (4] = (2-3)

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

. FNBP

BELANJA NEGARA

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiaysan

4. Penyajian untuk pencatatan penghapusan nilai buku (bersih) piutang

bunga pemberian pinjaman pinjaman yang dibebankan pada beban

penghapusan piutang pemberian pinjaman di LO:

LAPORAN OPERASIQ

NAL

BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X5
(dalam ribuan mapiah)

URAIAN JUMLAH

KEGIATAN OPERASIGNAL

FENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK Q

Jumlal Pendapatan Operasional 0
BEBAN OPERASIONAL

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagili 0

Jumlah Beban Operasional 0

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional 4]
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Q
Surplus/[Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | (1.073.750)*
Surplus/|Defisit) dari Pos Luar Biasa 0
SURPLIS/(DEFISIT) — LO (1.073,750

Cetatan' * Penghapusan nilai buku/bersih piutang bunga pembefian pinjaman yang
dibebankan pada beban penghapusan pitutang pemberian pifjaran.
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5. Penyagjian untuk pencatatan penyesuaian penyisihan piutang tidak tertagih
atas piutang bunga pemberian pinjanian di LPE sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X5
(dalam ribuan rupiah)

URAIAN JUMLAH
EKUITAS AWAL 1.073.750
SURPLUS/(DEFISIT) - LO [1.073.750)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR 0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi o]
Koreksi Lain-lain 0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS [(DEL/KEL) 0
KENAIKAN/(PENURUNAN) ERKUITAS (1.073 750)*
ERUITAS AKHIR Q|

Catatan' * Penghapusan nilai bukn/bersih pitutang brnga pemberian pinjaman yang
dibebankan pada beban penyisilian piutang tidak tertagh,

6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas penghapusan piutang bunga
pemberian pinjaman dan penyisihan piutang tidak tertagihnya sebagai
berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Desember 20X5
(dalam ribuan Tapiah)

'URAIAN Rp
ASET

Bagian Lanear Piutang Pemberian pirjaman o
Penyisihan Piutang Tidak Tertagil — Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman 10

Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman

Jumlah Aset Q
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban =
Ekuitas a
Jumlal Kewajiban dan Ekuitas 0
Catatarn:

¥ Penecatatan penghapusan nilai outstanding piutang bunga pemberian pinjaman sebesar

Rpl,5 miliar
** pencatatan penghapusan nilai ourstanding penyisihan piutang bunga tidak tertagih sebesar
Rp426,25 juta:

VLK. ILUSTRASI 11: SELISIH KURS BELUM TEREALISAS] ATAS PIUTANG
POKOK YANG MENGGUNAKAN MATA UANG ASING
Informasi salah satu nilai outstanding piutang jangka panjang pemberian
pinjaman sebagai berikut:
1. Loan 1D
2. Mata Uang Outstanding
3. Kurs Tengah BI per 31 Desemiber 20X1

1 SLA12345
: Dolar Amerika (USD)

USD terhadap Rupiah :Rp 11.800,-
, Nilai Piutang Nilai Kurs Nilai Piatang I
Bedan T}_“a'jfﬁii Ret s Valas USD ke dalemm Meta gj’l Se]‘l‘s’hs]ﬁ“?
Har (USD) Rupiah Uang Rupiah i L eresusan
Jan | Saldo Awal 1000 10,000 10.000.000 1:000:000
16-120%1  # 5,000 10,500 52,500,000 2,500,000
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b | L e ldmie Ul dambaes i
T (LUSD) Rupiah Uang Rupial : :

31-1-20X1  Total 6,000 62,500,000 3,500,000

Nilai Piutang 81 Jan = 6,000 11,000 66,000.000
Feb | Saldo Awal 6000 11000 66.000.000 1.200.000
11230x1 1,500 11,700 17,550,000 (750,000)
28-2-20%X1  Total 7.500 83.550.000 450,000

Nilai Pjutang 28 Feb = 7.500 11,200 84,000,000
Mar | Saldo Awal , 7,500 11,200 84,000.000 750.000
s83%0X1 17600 11,200 196,400,000 1,700,000
31-320X1  Total 24,500 274,400.000 2.450.600

Nilai Piatang 81 Mar = 24,500 11,300 276,850,000
Apr | Saldo Awal 24,500 11,300 276,850,000 14,700,000
02-4-20X1 " (10:000) 18500 (105.000.000) {14.000.000)
30-420X1  Total 14,500 171,850,000 700,000

Nilai Piutang 80 April = 14.500 11200 172.550.000
Mei | SaldoAwal 14,500 11.800 172,550,000 1,450,000
31-5-20X1  Total 14,500 172,550,000 450,000

Wilai Piistang 31 Mer = 14,500 12,000 174,000,000
Jun | Saldo Awal 14,500 12,000 174,000,000 (14,5060,000)
30-6-20X1  Total 14.500 174.000.000 {14,500,000)

Nilai Prutang 30 Juni = 14,500 11,000 159,500,000
Jul | Salda Awal 14.500 11,000 159,500.000 (14.500.000)
31-7-80X1  Total 14,500 159,500,000 (14,500,000)

Nilai Piittang 31 Juli = 14,500 10,000 145,000,000
Ags | Saldo Awal 14.500 10.000 145,000,000 14.500.000
31-820X1  Total 14,500 145,000,000 14,500,000

Nilai Piutaiig 31 Agst = 14,500 11.000 159,500,000
Sep | SaldoAwal 14,500 11,000 159,500,000 =

30-9-20X1  Total 14.500 159.500.000

Nilai Piatang 80 Sept = 14,500 11,000 159,500,000
Okt | Saldo Awal " 14,500 11,000 159,500,000 2,900,000
02-1020X1 (10.000) 11,300 113.000.000 1.000.000
31-10-20X1  Total 4,500 46,500,000 3900000

Nilai Prutang 31 Okt = 4,500 11,200 ‘503,400,000
Nov | Salda Awal 4,500 11,200 50,400.000 1,575.000

x

5-11-80X1 3,000 10400 31.200.000 3,450,000
30-11-20X1  Total 7,500 81,600.000 5.025.000

Wilai Piutang 30 Nov = 7.500 11,550 86,625,000
Des | Saldo Awal , 7.500 11,550 86,625,000 1,875,000
25-12-20X1 L.000 11.800 11.,800.000 -
26-12-20x1 ™ (5:000) 500,000
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P Nilai' Piutang Nilai Kurs Nilai Prutang NP
Bulan Tfﬁfii Ket dalam Valas USD ke dalam Mata gjﬁu ?’:Th;iﬁs‘g
RE (USD) Rupiah Uanig Rupiak : :
11,900 (59,500.,000)
Total 3,500 38,925,000 2,375,000
Nilai Piutang 81 Des= 3,500 11,800 41,300.000
Catetan:

* Penarikan pembefian pifjaman
# Pelunasan cicilan / pengembalian dans/ refund
Rumus selisili kurs belum terealisasi:
(Total Nilai Outstanding Piutang Pemberian pinjaman dalam Valas x Kurs
Tengah BI Tanggal Pelaporan) — Total Nilai Buku Penjabaran FPiutang

Pemberian pinjaman dalam Mata Uang Rupiah

Nilai pendapatan/(beban) selisih kurs belum terealisasi dapat dihitung
pada setiap akhir bulan dengan menggunakan dasar nilai kurs tengah Bl pada
tanggal pelaporan bulanan:

a. 31 .Jan. = (6.000 USD x 11.000) - Rp 62.500.000 = Rp 8,500:000
b. 28 Feb. = (7.500 USD x 11.200) — Rp 83.550.000 = Rp 450.000)
e. 31 Mar. = (24.500 USD x 11.300) - Rp 274.400.000 = Rp 2.450.000
d. 80 Apr. = (14.500 USD x 11.900) — Rp 171.850.000 = Rp 700.000
31 Mei = (14.500 USD x 12.000) - Rp 172.550.000 = Rp 1.400.000
30 Jun. = (14.500 USD x 11.000) - Rp 174.000.000 = (Rp 14.500.000)
g. 31 Jul. = (14.500 USD x 10.000) - Rp 159.500.000 = (Rp 14.500.000)
h. 31 Agst. = (14.500 USD x 11.000) - Rp 145.000.000 = Rp 14.500.000
i. 30 September = (14.500 USD x 11.000) — Rp 159.500.000 = 0
j. 31 Okt, = (4.500 USD x 11.200) - Rp 46.500.000 = Rp 3.900.000
k. 30 Nov. = (7.500 USD x 11.550) - Rp 81.600.000 = Rp 3.025.000
1. 31 Des. = (3.5300 USD x 11.800) - Rp 38.925.000 = Rp 2.375.000

=0

Nilai selisih kurs belum terealisasi per 31 Desember 20X1 sebesar
Rp 2.375.000 diakui sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi
(unrealized gain) karena penjabaran nilai piutang valas dalam rupiah pada
kurs tengah BI tanggal pelaporan lebihi besar dibandingkan dengan total nilai
buku penjabaran piutang dalam mata uang rupiah selama periode pelaporar.

Dalam hal perhitungan nilai selisih kurs belum terealisasi menghasilkan
nilal negatif, maka UAKPA BUN Pengelolaan Pemberian pinjaman (BA 999.04)
mengakui selisih tersebut sebagai beban kerugian selisih kurs belum
terealisasi (unrealized loss).
1. Atas perhitungan milai selisih kuars Delum ferealisasi pada tanggal 31

Desember 20X1, jurnal yang terbentuk secara sistem aplikasi terintegrasi
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atas identifikasi nilai selisih kurs belum terealisasi yang mengakibatkan

kenaikan nilai outstanding piutang pemberian pinjaman dalam penjabaran

rupiah pada Buku Besar Akrual (angka dalam ribuan rupiah) sebagai

berikut:
Buku Besar Akrual Db Kr Buku Besar Kas Db Kr
1538 1 XX Pintang Jangka Panjang 2,378 = = =
Pemberian pinjaman
[ 311711 Selisih Kirs 23875 | - = - =

2. Jurnal penyesuaian nilai selisih kurs belum terealisasi yang diakui sebagai

pendapatan selisih kurs belum terealisasi pada Buku Besar Akrual (angka

dalam ribuan rupiah) sebagai berikut:

Buku Besar Akrual Db Kr Buku Besar Kas Dh Kr
31171l Selisili Kurs 2,375 - - - -
AGXKKX Pendapatan Selisih Kiirs 2.875 | - - - -
yang Belum Terealisasi-LO

3. Tidak ada penyajian atas pengakuan beban/pendapatan selisih kurs belum
terealisasi di LRA:

LAPORAN REALISAST ANGGARAN

BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X 1

(dalam ribuan rupiah)

- I Realisasi di
Uraian Pagu Realisasi {atas)/bawah Pagl
(1) i 2) (3) (4] = (2-3)
| PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PNBP
BELANJA NEGARA
PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

4. Penyajian untuk pengakuan pendapatan/beban selisih

terealisasi di LO sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL

kurs belum

BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X 1

Catatan:

(dalam ribuan rupiah)

UURAIAN JUMLAH

KBGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN NEGARA BIUKAN PAJAK 0

Jumlah Pendapatan Operasional a
BEBAN OFERASIONAL

Beban Penyisthan Piutang Tidak Tertagih 0

Jumlali Beban Operasional 0

Surplus/ (Defisit) dari Regiatan Operasional 0
KEGIATAN NON (OPERASIONAL
Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar 0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nan Operasional Lainnya 2.375*%
Surplus/(Defisit] dari Pos Luar Biasa 0
SURPLUS/[DEFISIT) = 1LO 7375

*pengakuan pendapatan pendapatan selisih kurs belum terealisasi sebesar
Rp 2.375.000 telah dicatat pada tanggal pelaporan
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5. Laporan Keuangan berupa LPE atas pengakuan pendapatan/beban selisih
kurs belum terealisasi sebagai berikut:
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X 1
(dalam ribuan rupiah)

UURAIAN | JUMLAH

EKUITAS AWAL 10.000
SURPLUS/(DEFISIT) = LO 2:375*
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR 0
Koreksi Nilai Aset Nor Revaluasi 0
Koreksi Lain-lain 9]
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL) [0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS 2.375
BKUITAS AKHIR 12,375

Catatan:

* Transaksi pengakuan pendapatan selisih kurg belum terealisssi sebesar Rp 2.375.000
6. Laporan Keuangan bherupa Neraca atas pengakuan pendapatan/beban
selisih kurs belum terealisasi sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
per 31 Désember 20X 1

(dalam ribuan rupiah)
URAIAN Rp
ASET
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian Lancar Piutang Pemberian pinjaman Q
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman 12.375%
Penyisihian Piutang Tidak Tertagih — Piutang Jangka Panjang Pemberian pinjaman (6]
Jumlah Aset 12,375

KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Kewajiban =
Ekuitas 12.375

Jumilah Kewajiban dan Ekuitas 12,375

Catatan: * Piutang jangka panjang pemberian pinjaman bertambalh menjadi sebesar
Rp 12,375,000 (nilai outstanding awal Rpl0Q juta + pendapatan selisih kurs belum terealisasi
Rp2,375 juta)
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BAB VII
PENUTUP

Modul SAFPP mieruipakan suatu pedoman dalam penyusunan dan
penyajian Laporan Kenangan terkait kegiatan dan transaksi pelaksanaan
anggaran pemberian pinjaman dan pengelolaan piutang pemberian pinjaman
BA BUN sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalanmi Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintalian.
Penyusunan dimaksud merupakan upaya untuk mewujudkan transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan mnegara, khususnya dalam
pelaksanaan anggaran pemberian pinjaman dan pengelelaan piutang

pemberian pinjaman BA BUN.

Untuk mencapai tujuan penyusunan modul ini, perlu didukung dan
diharmonisasi pengaturan sistem akuntansi dengan preses bisnis manajerial
penatausahaan piutang dan rancangan sistem aplikasi pengelolaan pemberian
pinjaman BA BUN yang komprehensif, sehingga dapat menghasilkan Laporan
Keuangan yang akurat, infermatif dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor
215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Neomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat.
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